
DOKUMEN
RENCANA KONTIJENSI
BANJIR
KOTA SEMARANG 
2024-2029



 

ii 
 

LEMBAR PENGESAHAN 

DOKUMEN RENCANA KONTINJENSI BANJIR KOTA SEMARANG  

TAHUN 2024-2029 

 

Dokumen ini telah disusun sebagai pedoman dalam penanggulangan bencana banjir di 

Kota Semarang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Rencana ini 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Rencana Kontinjensi Banjir Kota Semarang 2024-2029 disusun sebagai langkah 

antisipatif dalam menghadapi ancaman bencana banjir di Kota Semarang, Provinsi 

Jawa Tengah. Banjir yang terjadi setiap tahun dapat menimbulkan dampak signifikan 

terhadap kehidupan masyarakat, termasuk terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi. 

Oleh karena itu, dokumen ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan semua 

pemangku kepentingan, meminimalkan dampak bencana, serta memastikan respons 

yang cepat dan efektif selama tanggap darurat. Penyusunan rencana ini dilakukan 

secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, 

dunia usaha, dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir. 

Pendekatan yang digunakan dalam rencana ini mencakup analisis risiko dan skenario 

kejadian banjir berdasarkan faktor curah hujan ekstrem dan kondisi geografis Kota 

Semarang. Wilayah terdampak yang telah diidentifikasi meliputi enam kecamatan dan 

31 kelurahan dengan perkiraan jumlah penduduk terdampak mencapai 574.864 jiwa. 

Rencana operasi darurat yang disusun mencakup tahapan siaga darurat, tanggap 

darurat, dan transisi pemulihan untuk memastikan langkah-langkah yang diambil dapat 

berjalan efektif. 

Dengan adanya Rencana Kontinjensi ini, diharapkan dapat terbentuk sistem 

penanggulangan bencana yang lebih terstruktur, koordinasi antar-lembaga yang lebih 

kuat, serta kesiapsiagaan masyarakat yang lebih tinggi. Implementasi rencana ini 

diharapkan mampu meminimalisir risiko dan dampak banjir, sehingga masyarakat 

Kota Semarang dapat lebih terlindungi dari bencana yang mungkin terjadi.  
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KATA PENGANTAR 

Rencana Kontinjensi merupakan proses identifikasi dan penyusunan rencana 

yang didasarkan pada keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi, namun juga 

belum tentu terjadi. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan 

jika keadaan yang diperkirakan, tidak pernah terjadi. Penyusunan Rencana Kontinjensi 

ini dilakukan secara bersama antar lembaga dan pelaku penanggulangan bencana, baik 

pemerintah maupun non-pemerintah. 

Kontinjensi adalah suatu kondisi yang bisa terjadi, tetapi belum benar-benar 

terjadi. Perencanaan kontinjensi merupakan suatu upaya untuk merencanakan sesuatu 

peristiwa yang mungkin terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan peristiwa itu tidak 

akan terjadi. 

Dokumen Rencana Kontinjensi dalam menghadapi ancaman bencana banjir di 

Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah disusun dalam rangka mengantisipasi 

mengurangi risiko atau dampak-dampak yang memungkinkan terjadi di musim 

penghujan tahun 2024 – 2027. Bencana banjir dapat menimbulkan dampak yang luas 

terutama pada terganggunya kegiatan rutin harian masyarakat aktivitas sosial dan 

ekonomi masyarakat. Dokumen rencana kontinjensi disusun dengan tujuan sebagai 

pedoman dalam penanganan bencana Banjir di Kota Semarang, agar pada saat tanggap 

darurat dapat terkelola dengan cepat dan efektif serta sebagai dasar memobilisasi 

berbagai sumber daya para pemangku kepentingan (stakeholder). Rencana Kontinjensi 

bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta membangun komitmen bersama 

antar lembaga pelaku penanggulangan bencana di Kota Semarang. Lingkup 

cakupannya meliputi ancaman bencana banjir Kota Semarang dalam musim penghujan 

2024-2027. Diharapkan Rencana Kontinjensi ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan 

dan membangun komitmen para pelaku penanggulangan bencana di kota Semarang, 

sehingga akan dapat mengurangi risiko dampak terutama terhadap masyarakatnya. 

 

Tim Penyusun Perencanaan Kontinjensi 
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BAB I PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Sebagaimana dalam UU No. 24 tahun 2007 mendefinisikan bencana 

sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor 

alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Definisi bencana seperti 

dipaparkan diatas mengandung tiga aspek dasar, yaitu; 

• Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak 

(hazard).  

• Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, 

dan fungsi dari masyarakat.  

• Ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan 

masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya yang ada.  

Rangkaian bencana yang dialami Indonesia, khususnya pada beberapa 

tahun terakhir, telah mengembangkan kesadaran mengenai kerawanan dan 

kerentanan masyarakat. Sikap reaktif dan pola penanggulangan bencana yang 

dilakukan dirasakan tidak lagi memadai. Dirasakan kebutuhan untuk 

mengembangkan sikap baru yang lebih proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam 

menyikapi bencana. Hal tersebut tersebut diperlukan suatu penataan atau 

perencanaan yang matang dalam penanggulangan bencana, sehingga dapat 

dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, transparan dan akuntable.  

Selama ini upaya Penanggulangan Bencana yang dilakukan belum berasar 

pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi 

tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah-langkah upaya yang penting tidak 

tertangani. Kebijakan yang telah ditempuh melalui pendirian Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah pada Tingkat Kabupaten dan Kota yang bertanggungjawab 

terhadap proses pengembangan kebijakan. Proses berikutnya tidak kalah penting 

adalah memastikan bahwa provinsi dan kabupaten/kota mulai mengembangkan 

kebijakan, strategi, dan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah 

pengembangan kebijakan di tingkat nasional. Upaya penanggulangan bencana di 

daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan 

menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang 

ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan 

memperhatikan kearifan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana perlu 

dipastikan efektif, efisien dan berkelanjutan. 
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Oleh karena itu untuk meningkatkan kapasitas institusional Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Semarang perlu memantapkan 

perencanaan, untuk mewujudkan perencanaan tersebut, salah satunya dengan 

berkolaborasi stakeholder dan mensinergikan peran Multy Helix untuk menyusun 

Rencana Kontigency ancaman Banjir DAS KBT dan DAS Babon. 

B. LANDASAN HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan 

Pengelolaan Bantuan Bencana; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah 

Penyakit Menular; 

9. Peraturan Presiden No 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan 

Bencana 2020-2044; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar 

Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan 

Bencana Daerah Kabupaten/Kota; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan PPPA Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

14. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2018 

tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana; 

15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan 

Gender di Bidang Penanggulangan Bencana; 

16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando 

Penanganan Darurat Bencana; 

17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Penanggulangan Bencana; 

18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum 

Pengkajian Risiko Bencana; 
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19. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian 

Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana. 

20. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penggunaan Dana Siap Pakai 

21. Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2010 tentang Mekanisme 

Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat; 

22. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Pada 

Status Keadaan Darurat Bencana Kabupaten/Kota Nomor 10 Tahun 2023 ; 

23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 101 Tahun 2008 Tentang Penjabaran 

Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana 

Kontinjensi Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah ; 

25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi 

Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang; 

26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kota Semarang; 

27. Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 tentang penjabaran tugas 

dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang; 

28. Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

29. Nota Kesepahaman antara BNPB dan Pemerintah Kota Semarang Nomor 

129/BNPB.SU/HK.03/05/2017 tanggal 4 Mei 2017 tentang Kerjasama di 

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana; 
30. Perjanjian Kerjasama antara BNPB dan Pemerintah Kota Semarang Nomor 

PKS.05/BNBP/D1/PK.03.01/05/2017 tanggal 4 Mei 2017 tentang Penguatan 

Kelembagaan Daerah Bidang Kesiapsiagaan Tahun Anggaran 2017; 

C. KEBIJAKAN STRATEGI 

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah arahan/pedoman umum 

yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan 

fungsinya serta Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana dalam 

melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah 

sebagai berikut;  

1. Menetapkan Status Siaga Darurat dan Tanggap Darurat oleh Walikota 

Semarang berdasarkan rekomendasi dan masukan instasi/ dinas teknis.  

2. Mengoptimalkan dan memberdayakan potensi masyarakat, sumberdaya 

lokal. 

3. Menerapkan prinsip-prinsip kerja kemanusiaan dalam operasi penanganan 

bencana.  

4. Mengurangi kecemasan masyarakat terhadap isu-isu ancaman bencana 

yang akan terjadi. 
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5. Mengoptimalkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar terhadap korban sesuai 

dengan standar minimal serta memperhatikan aspek gender dalam 

penanggulangan tanggap darurat sesuai dengan kondisi dan eskalasi 

bencana.  

6. Memastikan pencegahan dan penanganan bencana banjir di wilayah Kanal 

Banjir Timur Kota Semarang. 

Strategi penanganan kedaruratan bencana adalah pedoman pelaksanaan 

umum bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna mencapai 

efektivitas kebijakan. Strategi-strategi tersebut adalah;  

1. Mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana 

(SKPDB),  

2. Meningkatkan akses informasi satu data dalam penanganan 

penanggulangan bencana dan penangan Bencana banjir  

3. Melaksanakan pencarian dan pertolongan jiwa yang terdampak,  

4. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak  

5. Perbaikan sarana prasarana vital serta pemulihan fungsi layanan umum dan 

layanan pemerintahan di wilayah terdampak bencana,  

6. Pembuatan pos bantuan 

7. Pengerahan personil pencarian dan pertolongan yang terlatih, sarana 

pencarian dan evakuasi yang mencukupi dengan melibatkan masyarakat, 

relawan dan pemberi bantuan,  

8. Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau 

masyarakat sebagai tempat evakuasi,  

9. Pengobatan gratis bagi korban bencana dan Psychological First Aid  

10. Mendistribusikan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar 

masyarakat terdampak bencana,  

11. Monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana disemua 

sektor. 

D. MAKSUD DAN TUJIAN 

Dokumen rencana kontijensi ini disusun sebagai landasan strategi, 

operasional, dan pedoman dalam penanganan darurat bencana banjir di wilayah 

Kanal Banjir Timur dan sebagai dasar untuk pengerahan sumberdaya dari seluruh 

pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan bencana di wilayah 

Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah. 

E. PENGERTIAN RENCANAN KONTIJENSI 

Kontinjensi adalah suatu kondisi yang bisa terjadi, tetapi belum tentu benar 

benar terjadi. Perencanaan kontinjensi merupakan suatu upaya untuk 

merencanakan sesuatu peristiwa yang mungkin terjadi, tetapi tidak menutup 
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kemungkinan peristiwa itu tidak akan terjadi. Oleh karena ada unsur 

ketidakpastian, maka diperlukan suatu perencanaan untuk mengurangi akibat yang 

mungkin terjadi. Atas dasar pemikiran itu, maka perencanaan kontinjensi 

didefinisikan sebagai “Proses perencanaan ke depan, dalam keadaan tidak 

menentu, dimana skenario dan tujuan disetujui, tindakan manajerial dan teknis 

ditentukan, dan sistem untuk menanggapi kejadian disusun agar dapat mencegah, 

atau mengatasi secara lebih baik keadaan atau situasi darurat yang dihadapi”. 

Dari definisi tersebut, dapat diambil beberapa butir penting bahwa 

perencanaan kontinjensi : 

• Dilakukan sebelum keadaan darurat berupa proses perencanaan ke depan.  

• Lebih merupakan proses daripada menghasilkan dokumen.  

• Merupakan suatu proses pembangunan konsensus untuk menyepakati 

skenario dan tujuan yang akan diambil.  

• Merupakan suatu kesiapan untuk tanggap darurat dengan menentukan 

langkah dan system penanganan yang akan diambil sebelum keadaan 

darurat terjadi.  

• Mencakup upaya-upaya yang bersifat mencegah dan juga membatasi 

konsekuensi yang kemungkinan akan terjadi. 

F. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup cakupan luas ancaman banjir akibat tingginya curah hujan 

dan gelombang pasang air laut pada wilayah Kota Semarang. Dalam Rencana 

Kontinjensi ini dibatasi oleh batas administrasi di wilayah Kota Semarang yang 

meliputi 16 kecamatan yaitu Kecamatan Bnayumanik, Candisari, Gajahmungkur, 

Gayamsari, Genuk, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Pedurungan, Semarang Barat, 

Semarang Selatan, Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Timur, 

Tembalang, Tugu.. 

Tahapan Penyusunan Rencana Kontinjensi Kegiatan penyusunan rencana 

kontinjensi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana 

banjir akibat tingginya curah hujan dan gelombang pasang air laut tentang 

pentingnya kontinjensi plan. 

1. Pengumpulan data dan updating. 

2. Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan 

lintas adminstratif. 

3. Verifikasi data 

4. Analisa data sumber daya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan 

penanganan bencana saat tanggap darurat. 

5. Penyusunan rancangan awal kontinjensi plan. 
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6. Penyusunan naskah, pembahasan dan perumusan dokumen kontinjensi 

plan yang disepakati. 

7. Institution hearing/konsultasi institusi hasil rumusan kontinjensi plan. 

8. Penyebaran/diseminasi dokumen kontinjensi plan kepada semua pelaku 

penanggulangan bencana (multi stake holder). 

G. PENDEKATAN, METODE, DAN TAHAPAN 

Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan 

rencana kontingensi ini disepakati para pihak yang terlibat dalam penangganan 

darurat bencana banjir di wilayah Kanal Banjir Timur (KBT) Kota Semarang 

Propinsi Jawa Tengah. Kegiatan penyusunan rencana kontingensi ini dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

1. TAHAP PENDEKATAN 

Tahapan ini meliputi kegiatan sebagai berikut : 

• Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan Kerangka kerja penyusunan 

perencanaan kontingensi meliputi latarbelakang, maksud dan tujuan, 

metode, rangkaian rencana dan waktu kegiatan (timeline), rencana 

anggaran, serta sumber anggaran.  

• Penentuan Jenis Bahaya Penentuan jenis bahaya dalam perencanaan 

kontingensi didasarkan pada kajian risiko bencana, atau adanya tanda 

tanda awal akan terjadi bencana; yang disepakati bersama oleh para 

pemangku kepentingan  

• Identifikasi dan Pengorganisasian Pelaku Pelaku penyusunan 

perencanaan kontingensi terdiri dari Tim Penyusun dan Narasumber. 

Tim Penyusun memiliki tugas untuk mengorganisasikan, 

memfasilitasi, menyiapkan rancangan, dan memastikan substansi 

perencanaan kontingensi. 

• Sedangkan Narasumber adalah seseorang yang merupakan perwakilan 

resmi dari lembaga teknis, akademisi, birokrasi, praktisi atau 

gabungan dari keempatnya yang bertanggung gugat 

mendiseminasikan data analisis terutama dalam karakteristik bahaya 

hasil kajian ilmiah yang menjadi subjek perencanaan kontingensi.  

• Pengumpulan dan Pengelolaan Data Kegiatan untuk mengumpulkan, 

mengorganisasir, dan analisis data/informasi yang diperlukan untuk 

seluruh kegiatan penanggulangan kedaruratan bencana. Data dan 

informasi tersebut meliputi: Gambaran ancaman bencana, mengacu 

pada dokumen kajian risiko bencana yang tersedia dan kajian ancaman 

yang dikeluarkan oleh lembaga terkait; Peraturan dan kebijakan daerah 

terkait kebencanaan dan penganggaran; Standar pemenuhan 

kebutuhan dasar; Prosedur tetap instansi terkait; Ketersediaan 
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sumberdaya lembaga/organisasi pelaku penanggulangan kedaruratan 

bencana (personel, peralatan, dan logistik); Sarana-prasarana vital. 

2. TAHAP PELAKSANAAN 

Tahap ini merupakan tahapan substantif penyusunan perencanaan 

kontingensi yang dilaksanakan melalui lokakarya partisipatif untuk 

membangun kesepakatan perencanaan. Penentuan Cakupan Kedaruratan 

Meliputi cakupan geografis, demografis, dan intensitas kedaruratan yang 

dirangkum dalam 3 bagian, yakni karakteristik bahaya/ancaman, skenario 

kejadian, dan asumsi dampak bencana. 

Karakteristik Bahaya Kegiatan ini bertujuan untuk membangun persepsi 

dan pemahaman tentang gambaran bahaya dan potensi risiko akibat bencana di 

daerah. 

Pengembangan skenario adalah prakiraan kejadian yang mungkin timbul 

akibat suatu bencana yang melanda. Skenario disusun berdasarkan data/kajian 

ilmiah dengan memperhatikan masukan dari Narasumber atau Pakar yang 

kompeten atau berasal dari instansi berwenang/memiliki otoritas di bidangnya 

untuk memberikan perspektif, pertimbangan, dan arahan tentang bahaya dan 

faktor/elemen risiko bencana di daerah/kawasan. 

3. TAHAP FINALISASI 

Konfirmasi Kesepakatan Parapihak, Diseminasi rencana kontingensi 

ditujukan kepada pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga 

usaha, agar diperoleh informasi dan timbul pemahaman terkait tugas dan 

kewajiban pada saat penanganan darurat bencana. Diseminasi dilaksanakan 

melalui diskusi dalam forum untuk memperoleh kesepakatan para pihak. 

Penyempurnaan Draf Rencana Kontingensi, Penyempurnaan draf rencana 

kontingensi dapat dilakukan dengan metode latihan, rapat koordinasi, geladi 

ruang, geladi posko dan geladi lapang. 

4. TAHAP TINDAK LANJUT 

Tahap tindak lanjut meliputi empat kegiatan antara lain : 

• Formalisasi Perencanaan Kontingensi Proses formalisasi perencanaan 

kontingensi melalui penetapan/legalisasi Perencanaan Kontingensi 

sebagai peraturan atau perundangan daerah yang menjadi lembar 

daerah.  

• Penyepakatan Komitmen Parapihak Memastikan komitmen parapihak 

dalam penanganan kedaruratan perlu diwujudkan dalam sebuah 

kesepakatan formal. Komitmen yang dibangun dan disepakati 

meliputi: Komitmen peran, tugas, dan tanggungjawab dalam bidang 

dan atau kegiatan penanganan kedaruratan. Komitmen mobilisasi 

sumberdaya untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan (gap) 
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dari proyeksi kebutuhan sumberdaya. Pokok sumberdaya yang 

menjadi objek komitmen meliputi kuantitas dan kualitas.  

• Uji Perencanaan Kontingensi Pengujian sistem melalui latihan 

kesiapsiagaan untuk pengujian operasionalitas perencanaan dan 

mobilitasi sumberdaya; membangun kesadaran peran parapihak dalam 

penanganan kedaruratan, dan membangun pengetahuan dan 

ketrampilan dalam penanganan kedaruratan.  

H. MEKANISME UMPAN BALIK 

Rencana Kontingensi yang dibuat merupakan salah satu perencanaan yang 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi dimana perlu masukan masukan terutama 

terutama terkait data-data di masing-masing unsur yang terkait sehingga perlu 

dilakukannya lokakarya dan rapat konsultasi sehingga semua pihak memahami 

dengan baik tugas dan pelaksanaan respon bencana. kemudian, BPBD Kota 

Semarang dapat melaksanakan pengujian/review sebagai salah satu cara uji untuk 

mengkonfirmasi seluruh komponen yang terlibat pada renkon yang telah disusun. 

I. MASA BERLAKU PEMUKTAHIRAN 

Dokumen rencana kontingensi ini merupakan salah satu dokumen yang 

digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan respon penanggulangan bencana 

banjir di wilayah Kanal Banjir Timur (KBT) Kota Semarang Propinsi Jawa 

Tengah, dimana dokumen ini masa berlakunya renkon dengan durasi 3 (tiga) tahun 

selama kondisi normal. Dokumen Rencana Kontijensi dapat di lakukan 

pemutakhiran sebelum masa berlaku dapat dilakukan dengan mempertimbangkan; 

adanya perubahan faktor risiko (ancaman, kerentanan, dan kapasitas) dan adanya 

kejadian bencana di wilayah Kanal Banjir Timur (KBT) Kota Semarang. 

J. KONVERSI RENCANA KONTINGENSI MENJADI RENCANA OPERASI 

Konversi rencana kontigensi merupakan metode pemenuhan perencanaan 

secara umum dalam penanganan darurat bencana yang dilaksanakan oleh masing-

masing instansi atau lembaga. Rencana Kontigensi yang dilakukan oleh instansi 

lembaga menjadi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang melekat. Pada saat 

ditetapkannya Tanggap Darurat Bencana (TDB) maka Rencana Kontigensi 

menjadi Rencana Operasi yang bersifat implementatif. 
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BAB II SITUASI 

A. PENYEBAB / KARAKTERISTIK ANCAMAN 

1. Curah hujan ekstrim >150mm / hari selama 3 hari berturut-turut dan pada 

kurun waktu 7 hari masih diselingi hujan. Terpantau pada stasiun BMKG di 

Wonodri, Plamongan, Sadeng, Simongan, Boja, Tlogosari, Kalibanteng, 

Ahmad Yani, Bringin, Candi, Tlogosari, Kali Banteng, Pucang Gading, 

Tanjungmas, Meteseh, Kudu. 

2. Ketinggian air pada Sungai penggaron, Sungai Babon, dan Kanal Banjir 

Timur meningkat terpantau pada Titik kontrol BBWS pada fase siaga menuju 

awas pada bendung pucanggading >150cm dan pada pompa pasar waru, 

pompa kadang kebo, pompa Muara S. Tenggang, Pompa Muara S. Sringin, 

Kolam Genuk babon, Pompa kolam tamping banjardowo, Karangroto >90m. 

3. Ketinggian air Kanal Banjir Timur yang terpantau oleh alat EWS BPBD Kota 

Semarang pada fase siaga menuju awas >250cm menuju 300cm. 

4. Sebagian wilayah DAS telah terjadi tutupan lahan, cekungan dan lahan 

perkebunan menjadi permukiman. 

5. Banjir Limpasan Sungai Penggaron, DAS Babon, Kanal Banjir Timur. 

Kurangnya kapasitas drainase. Permukaan air sungai meningkat secara cepat 

selama periode musim hujan. 

6. Banjir Curah hujan tinggi, dipicu oleh curah hujan ekstrim, baik di wilayah 

sub- DAS maupun di daerah tangkapan air di bagian hulu. Sistem drainase 

yang tersedia atau daerah tangkapan air di bagian hulu tidak mampu 

menampung volume air. 

7. Tersumbatnya jalur sungai oleh sampah menuju KBT pada titik jembatan 

KBT atau Jembatan TI. 

8. Sedimentasi pada hilir sungai yang menyebabkan pendangkalan di muara, 

elevasi muka air laut yang lebih tinggi dari muka air sungai, serta adanya land 

subsidence (penurunan tanah) di wilayah pesisir Kota Semarang + 10 cm/th 

sehingga menyebabkan Back Water Flood (banjir air balik) maupun Rob. 

9. Ketinggian wilayah sekitar DAS yang datar dan landai sepanjang kanan kiri 

sungai menyebabkan genangan air cepat terjadi jika terjadi luapan sungai. 

10. Penyempitan Sungai, jalur yang berkelok, derasnya aliran sehingga 

menggerus tepian sungai di beberapa titik. 

11. Awal Musim Hujan pada bulan Oktober-November dan Puncaknya terjadi 

pada bulan Februari-Maret 

12. Dengan memperhitungkan faktor dominan curah hujan tinggi pada bulan 

Oktober hingga Maret. Maka diperkirakan banjir akan melanda 31 Kelurahan 

di 6 Kecamatan di Kota Semarang yang terdiri dari ; 
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a. Kecamatan Tembalang: (Meteseh, Rowosari, Sendangmulyo, 

Sendangguwo),  

b. Kecamatan Pedurungan: (Muktiharjo Kidul, Tlogosari Kulon), 

c. Kecamatan Gayamsari: (Tambakrejo, Kaligawe, Sawah Besar, 

Sambirejo),  

d. Kecamatan Semarang Timur: (Mlatibaru, Mlatiharjo, Kemijen, 

Rejomulyo), 

e. Kecamatan Genuk: (Gebangsari, Genuksari, Bangetayu kulon, Terboyo 

Kulon, Trimulyo, Penggaron Lor, Terboyo Wetan, Sembungharjo, Kudu, 

Muktiharjo Lor, Banjardowo, Bangetayu Wetan, Karangroto), 

f. Kecamatan Semarang Utara: (Bandarharjo, Tanjung Mas, Kuningan, 

Panggung Lor). 

Data Pendukung BMKG 

 

Gambar 2. 1. Data Pendukung BMKG Sebaran Curah Hujan dan Durasi 

 

Gambar 2. 2. Data Pendukung BMKG Sebaran Curah Hujan dan Durasi 2 
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Gambar 2. 3. Data Pendukung BMKG Sebaran Curah Hujan dan Durasi 3 

B. PRAKIRAAN WILAYAH TERDAMPAK 

Tabel 2. 1. Prakiraan Wilayah Terdampak 

No Kecamatan 
terdampak 

Luas 
wilayah 

(Ha) 

Luas 
Wilayah 

Terdampak 
(Ha) 

Kelurahan 
Terdampak 

Keterangan 
(DAS) 

1 Tembalang 3947 5,5 Meteseh Sungai Babon 

      Rowosari Sungai Babon 

      Sendangmulyo Sungai Babon 

      Sendangguwo Banjir Kanal Timur 

2 Pedurungan 2072 300 Muktiharjo Kidul Sungai Babon 

      Tlogosari Kulon Sungai Babon 

3 Genuk 2738 2000 Bangetayu Wetan Sungai Babon 

      Bangetayu Kulon Sungai Babon 

      Sembungharjo Sungai Babon 

      Muktiharjo Lor Sungai Babon 

      Penggaron Lor Sungai Babon 

      Gebangsari Sungai Babon 

      Kudu Sungai Babon 

      Genuksari Sungai Babon 

      Karangroto Sungai Babon 

      Banjardowo Sungai Babon 

      Terboyo Wetan Sungai Babon 

    Terboyo Kulon Sungai Babon 

      Trimulyo Sungai Babon 

4 Gayamsari 526,33 284,05 Sambirejo Banjir Kanal Timur 
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Lanjutan Tabel 2. 1. Prakiraan Wilayah Terdampak 

No 
Kecamatan 
terdampak 

Luas 
wilayah 
(Ha) 

Luas 
Wilayah 
Terdampak 
(Ha) 

Kelurahan 
Terdampak 

Keterangan 
(DAS) 

      Sawah Besar Banjir Kanal Timur 

      Tambakrejo Banjir Kanal Timur 

      Kaligawe Banjir Kanal Timur 

5 
Semarang 
Timur 

770,28 316,8 Rejomulyo Banjir Kanal Timur 

      Mlatiharjo Banjir Kanal Timur 

      Mlatibaru Banjir Kanal Timur 

      Kemijen Banjir Kanal Timur 

6 
Semarang 
Utara 

1.135 332 Panggung Lor Banjir Kanal Timur 

      Kuningan Banjir Kanal Timur 

      Bandarharjo Banjir Kanal Timur 

      Tanjung Mas Banjir Kanal Timur 

TOTAL 
8758.135 

Ha 
2.632 Ha 31 Kelurahan 

 

Data Pendukung BBWS 

 

Gambar 2. 4. Data Pendukung BBWS Situasi Kondisi Sungai Penggaron 1 
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Gambar 2. 5. Data Pendukung BBWS Situasi Kondisi Sungai Penggaron 2 

C. PRAKIRAAN PENDUDUK TERDAMPAK 

Tabel 2. 2. Prakiraan Penduduk Terdampak 

No  
Kecamatan 
Terdampak  

Jumlah 
Penduduk 

(Jiwa) 

Jumlah 
Penduduk 

Terdampak 
(Jiwa) 

Jumlah 
KK 

Jumlah KK 
Terdampak 

1 Tembalang 198.862 396 44.192 89 

        

2 Pedurungan 66.344 50.037 22.328 16.768 

       
 

3 Genuk 124.070 59.171 39.629 19.641 
        
4 Gayamsari 75.181 39.012 11.990 7.500 

       
 

5 
Semarang 

Timur 82.980 24.773 7.936 
1.590 

       
 

6 
Semarang 

Utara 117.887 5.871 47.529 
1.644 

       
 

Jumlah 665.324 Jiwa 574.864 
Jiwa 

173.604 
KK 

136.143 KK 

 

D. SKENARIO KEJADIAN 

Skenario menjadi dasar Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Banjir 

adalah sebagai berikut: 

1. Pada bulan Maret, Curah hujan ekstrim >150mm / hari selama 3 hari berturut-

turut sehingga air sungai meluap dan menyebabkan banjir. Yang meliputi 

Sungai Penggaron, Sungai Babon, Kanal Banjir Timur, Sungai Tenggang dan 

Sungai Sringin. Kondisi banjir diperburuk dengan sistem drainase yang ada 
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dan daerah tangkapan air di bagian hulu tidak mampu menampung volume 

air. Ketinggian wilayah sekitar DAS yang datar dan landai sepanjang kanan 

kiri sungai menyebabkan meluapnya sungai. Intensitas banjir di beberapa 

wilayah juga dipengaruhi oleh naiknya air laut (rob). Ketinggian banjir 

bervariasi antara 50cm -200cm, banjir berlangsung selama 14 hari. 

2. Genangan air diprediksi setinggi 50cm pada awal kejadian dan akan terus naik 

hingga 200 cm bila hujan terus menerus, menggenangi wilayah daerah aliran 

sungai di 31 Kelurahan di 6 Kecamatan di Kota Semarang. Antara lain 

Kecamatan Tembalang (Meteseh, Rowosari, Sendangmulyo, Sendangguwo), 

Kecamatan Pedurungan (Muktiharjo Kidul, Tlogosari Kulon), Kecamatan 

Gayamsari (Tambakrejo, Kaligawe, Sawah Besar, Sambirejo), Kecamatan 

Semarang Timur (Mlatibaru, Mlatiharjo, Kemijen, Rejomulyo), Kecamatan 

Genuk (Gebangsari, Genuksari, Bangetayu kulon, Terboyo Kulon, Trimulyo, 

Penggaron Lor, Terboyo Wetan, Sembungharjo, Kudu, Muktiharjo Lor, 

Banjardowo, Bangetayu Wetan, Karangroto), Kecamatan Semarang Utara 

(Bandarharjo, Tanjung Mas, Kuningan, Panggung Lor) 

3. Luas Wilayah terdampak diperkirakan sekitar 8758.135 Ha, dan Penduduk 

Terdampak 574.864Jiwa 136.143 KK 

4. Pada saat terjadi banjir, beberapa titik pasokan listrik terputus. Kekurangan 

pasokan air bersih di beberapa wilayah yang terdampak bencana Banjir. 

5. Karena tingginya arus air dan lamanya genangan saat terjadi banjir, sebagian 

sarana prasarana transportasi tidak dapat berjalan maksimal 

Genangan air baru surut setelah 1 minggu, dan benar-benar kering setelah 

2 minggu. Hal tersebut disebabkan ada beberapa daerah yang berbentuk cekungan 

dan relatif datar. 

E. ASPEK KAJIAN RISIKO / ASUMSI DAMPAK 

1. Aspek Penduduk 

Tabel 2. 3. Aspek Penduduk 

No  Kecamatan 
Terdampak  

Jumlah 
Penduduk 

(Jiwa) 

Jumlah 
Penduduk 

Terdampak 
(Jiwa) 

Jumlah 
KK 

Jumlah KK 
Terdampak 

1 Tembalang 198.862 396 44.192 89 

2 Pedurungan 66.344 50.037 22.328 16.768 

3 Genuk 124.070 59.171 39.629 19.641 
4 Gayamsari 75.181 39.012 11.990 7.500 

5 Semarang Timur 82.980 24.773 7.936 1.590 

6 Semarang Utara 117.887 5.871 47.529 1.644 
Jumlah 665.324 574.864 173.604 136.143 
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2. Aspek Ekonomi 

Tabel 2. 4. Aspek Ekonomi 

No  Jenis 
Kerusakan 

Kecamatan Terancam 
(%) 

Deskripsi 
 Rusak 

Ringan 
(%) 

Sedang 
(%) 

Berat 
(%) 

1 
Pasar 
Tradisional 

Tembalang 0 
Aman tidak 
terdampak 

0 0 0 

 UMKM Tembalang 10 

Akses ke lokasi 
terdampak banjir 
namun hitungan 
jam sudah surut 

100 0 0 

 
Produksi 
hasil 
peternakan 

Tembalang 60 

Bantaran Sungai 
babon berdiri 
kandang 
peternakan 
kambing dan 
kerbau 

30 70 0 

2  Pedurungan       

3 
Pasar 
Tradisional 
Genuk 

Genuk 15 
Akses Menuju 
lokasi terdampak 80 20 0 

 
Pasar 
Bangetayu 
Kulon 

 100 
 Pasar terendam 

50 25 25 

 
Pertanian / 
Petani 
Tambak 

Genuk 100 
Hasil panen 
hilang 0 40 60 

 Perkebunan Genuk 100 
Perkebunan 
rusak terendam 

0 40 60 

 Nelayan Genuk 100 
Cuaca ekstrim 
tidak bisa melaut 

100 0 0 

4  Gayamsari       

5 
Pasar 
Rejomulyo 

Semarang 
Timur 

15 
Akses menuju 
lokasi terdampak 

80 20 0 

 
UMKM 
olahan ikan 
dll 

Semarang 
Timur 

35 
Menurun 
Pendapatannya  70 30 0 

 
Petani 
Tambak 
ikan 

Semarang 
Timur 

100 
 Hasil panen 
hilang 10 80 10 

6 
Tempat 
Pelelangan 
Ikan 

Semarang 
Utara 

70 

 Akses menuju 
lokasi terendam 
dan lokasi 
terendam 

30 70 0 

 Nelayan 
Semarang 
Utara 

100 
Cuaca ekstrim 
tidak bisa melaut 

100 0 0 
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3. Aspek Pemerintahan 

Tabel 2. 5. Aspek Pemerintahan 

No  Jenis 
Kerusakan Kecamatan Terancam 

(%) Deskripsi 
 Rusak 

Ringan 
(%) 

Sedang 
(%) 

Berat 
(%) 

1 RSWN Tembalang 20 

Akses Jalan 
Raya Depan 
RSWN tinggi 
air sekitar 30 
cm sempat 
menyulitkan 
pengendara 
namun surut 
selang 
beberapa jam 

10 0 0 

2 
Kantor Kel. 
Muktiharjo 
Kidul 

Pedurungan 70 

Kantor 
Terendam 
dengan 
kerusakan 
ringan dan 
sedang 
Akes menuju 
lokasi 
terdampak 
banjir 

90 10 0 

3 
Kantor 
Kecamatan 

Genuk 80 

Kantor 
Terendam 
dengan 
kerusakan 
ringan dan 
sedang 
Akes menuju 
lokasi 
terdampak 
banjir 

80 20 0 

 Kantor Kel. 
Trimulyo 

Genuk 100 

Kantor 
Terendam 
dengan 
kerusakan 
ringan dan 
sedang 
Akes menuju 
lokasi 
terdampak 
banjir 

70 30 0 

 
Kantor Kel. 
Terboyo 
Kulon 

Genuk 100 

Kantor 
Terendam 
dengan 
kerusakan 
ringan dan 
sedang 
Akes menuju 
lokasi 
terdampak 
banjir 

80 20 0 

 
Kantor Kel. 
Terboyo 
Wetan 

Genuk 100 

Kantor 
Terendam 
dengan 
kerusakan 

80 20 0 
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ringan dan 
sedang 
Akes menuju 
lokasi 
terdampak 
banjir 

 
Kantor Kel. 
Bangetayu 
Kulon 

Genuk 40 

Kantor 
Terendam 
dengan 
kerusakan 
ringan dan 
sedang 
Akes menuju 
lokasi 
terdampak 
banjir 

100 0 0 

 
Kantor Kel. 
Muktiharjo 
Lor 

Genuk 80 

Kantor 
Terendam 
dengan 
kerusakan 
ringan dan 
sedang 
Akes menuju 
lokasi 
terdampak 
banjir 

80 20 0 

 
Kantor Kel. 
Gebangsari 

Genuk 80 

Kantor 
Terendam 
dengan 
kerusakan 
ringan dan 
sedang 
Akes menuju 
lokasi 
terdampak 
banjir 

80 20 0 

 
Kantor Kel. 
Genuksari 

Genuk 100 

Kantor 
Terendam 
dengan 
kerusakan 
ringan dan 
sedang 
Akes menuju 
lokasi 
terdampak 
banjir 

90 10 0 

 
Pos 
Pemadam 
Genuk 

Genuk 100 

Pos Pemadam 
Trimulyo 
Terendam 
penuh 

20 40 40 

4 
Kantor Kel. 
Sawah Besar 

Gayamsari 70 

Kantor 
Terendam 
dengan 
kerusakan 
ringan dan 
sedang 
Akes menuju 
lokasi 
terdampak 
banjir 

100 0 0 

 
Kantor Kel. 
Kaligawe 

Gayamsari 70 
Kantor 
Terendam 
dengan 

100 0 0 
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kerusakan 
ringan dan 
sedang 
Akes menuju 
lokasi 
terdampak 
banjir 

5 
Kantor 
Kelurahan 
Kemijen 

Semarang 
Timur 

80 

Akses menuju 
lokasi 
terdampak 
Kantor 
terendam 
banjir 

60 40 0 

 Kantor BKM 
Mlatibaru 

Semarang 
Timur 

30 

Akses menuju 
lokasi 
terdampak 
Kantor 
terendam 
banjir 

80 20 0 

 
Pos 
Pemadam 
Semarang 
Timur 

Semarang 
Timur 

20 

Pos Pemadam 
Rejosari 
terendam  

100 0 0 

6 
Kantor dinas 
/ lembaga 

Semarang 
Utara 

10 

Rusak Ringan 
Masih bisa 
digunakan 
setelah surut 

100 0 0 

 

4. Aspek Fasilitas Kritis 

Tabel 2. 6. Aspek Fasilitas Krisis 

No  Jenis 
Kerusakan Kecamatan Terancam 

(%) Deskripsi 

 Rusak 

Ringan 
(%) 

Sedang 
(%) 

Berat 
(%) 

1 
Jaringan air 
bersih dan 
sanitasi 

Tembalang 80 

Wilayah Dinar 
Indah dan Grand 
Permata, bantuan 
air bersih dari 
PDAM 12 titik 

70 30 0 

  
Jaringan pipa 
PDAM 

Tembalang 20 
Wilayah 
Kelurahan 
Sendangmulyo 

0 10 90 

2 
Jalan dan 
Jembatan 

Pedurungan 15 
Terendam banjir 
menyebabkan 
rusak ringan 

100 0 0 

  Sekolah Pedurungan 50 

Terendam dan 
tidak dapat 
melaksanakan 
KBM 11 SD 3 
SMP 

80 20 0 

  
Tempat 
Penampungan 
Sampah DLH 

 Pedurungan 25 
1 titik TPS 
terendam 

100 0 0 

  
Pemadaman 
Listrik 

Pedurungan 70 

Sebagian wilayah 
Kec. Pedurungan  

100 0 0 
Jl. Gajah birowo,  

Jl. Sidomukti,  

Jl. Nogososro,  

Jl. Sido asih,  
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Jl. Sidodrajat, 

Jl. Tlogosari 

  
Polder Air 
Mukdul 

Pedurungan 100 
Polder terendam 
banjir (2 x 650 / 2 
x 1300 LPS) 

40 60 0 

  
Polder Kolam 
Retensi 
Mukdu 

Pedurungan 100 
Polder terendam 
banjir (5,2 Ha) 

40 60 0 

3 
Tempat 
Penampungan 
Sampah DLH 

Genuk 20 
1 titik TPS 
terendam 

90 10 0 

 Pemadaman 
Listrik 

Genuk 80 

Sebagian Wilayah 
Kec. Genuk  

100 0 0 

Jl. Gringsing 

Jl. Padi 

Jl Kapas 
Kawasan Industri 
LIK 
Jl. Gebang Anom 

Jl. Widuri 

Jl. Muktiharjo 

  
Ketersediaan 
Air Bersih 

Genuk 40 
Bantuan air bersih 
dari PDAM di 6 
titik 

100 0 0 

  
Polder Air 
Sringin 

Genuk 100 
Polder terendam 
banjir (1 x 75 
LPS) 

40 60 0 

  
Polder Air 
Tenggang 

Genuk 100 
Polder terendam 
banjir (6 x 2000 
LPS) 

40 60 0 

  Sekolah Genuk 50 

Terendam dan 
tidak dapat 
melaksanakan 
KBM 13 SD 2 
SMP 

      

4 
Alat EWS 
BPBD 

Gayamsari 20 
Alat terpasang di 
Kel. Pandean 
Lamper 

100 0 0 

  
Tempat 
Penampungan 
Sampah DLH 

Gayamsari 25 
3 titik TPS 
terendam 

100 0 0 

  
Pemadaman 
Listrik 

 Gayamsari 80 

Sebagian 
Kecamatan 
Gayamsari 

      Jl.Tanggungrejo 

Jl. Purwosari 

Jl. Tambak Dalam 

Jl. Sawah Besar 

 Ketersediaan 
Air Bersih 

Gayamsari 40 
Bantuan air bersih 
dari PDAM di 9 
titik 

100 0 0 

  
Polder Pasar 
Waru 

Gayamsari 100 
Polder terendam 
banjir (3 x 600 / 2 
x 1300 LPS) 

40 60 0 

  
Polder Kolam 
Retensi Pasar 
Waru 

Gayamsari 100 
Polder terendam 
banjir (0,4 Ha) 

40 60 0 



20 
 

 
 

  
Polder Kolam 
Retensi 
Rusunawa 

Gayamsari 100 
Polder terendam 
banjir (2,2 Ha) 

40 60 0 

5 
Tempat 
Penampungan 
Sampah DLH 

Semarang 
Timur 

25 
3 titik TPS 
terendam 

100 0 0 

  
Polder 
Kartini 

Semarang 
Timur 

100 
Polder terendam 
banjir (6800 LPS) 

40 60 0 

6 
Polder 
Banger 

Semarang 
Utara 

100 
Polder terendam 
banjir (3 x 2000 
LPS) 

40 60 0 

  
Jalan dan 
Jembatan 

Semarang 
Utara 

40 Terendam banjir  100 0 0 

  
Sumber Air 
Bersih 

Semarang 
Utara 

10 Tercemar 100 0 0 

 

5. Aspek Lingkungan 

Tabel 2. 7. Aspek Lingkungan 

No Jenis 
Kerusakan Kecamatan Terancam 

(%) Deskripsi 
Rusak 

Ringan 
(%) 

Sedang 
(%) 

Berat 
(%) 

1 
Talud Sungai 
Longsor 

Tembalang 20 

Untuk banjir 
cepat surut selang 
beberapa jam 
saja, di beberapa 
titik 
meninggalkan 
lumpur, di RW 07 
Blok P Klipang 
Sendangmulyo.  
Talud DAS 
Babon longsor 
dan mengancam 
rumah di 
dekatnya dengan 
jarak rumah dan 
talud sekitar 10 m 
 

   

2  Pedurungan      
3  Genuk      
4  Gayamsari      
5  Semarang 

Timur 
     

6  Semarang 
Utara 
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6. Data Pendukung DPU 

 

Gambar 2. 6. Data Pendudukung DPU Titik Pompa di Kota Semarang 

7. Data Pendukung Pompa BBWS 

 

Gambar 2. 7. Data Pendukung Pompa BBWS di Kota Semarang 
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BAB III TUJUAN DAN SASARAN 

A. TUJUAN 

Rencana kontinjensi banjir DAS KBT dan DAS Babon diKota Semarang 

disusun bertujuan; 

• Sebagai pedoman penanganan bencana banjir khususnya ketika banjir yang 

diakibatkan oleh tingginya curah hujan, Rob, banjir kiriman, banjir 

limpasan, maupun disebabkan oleh gelombang pasang yang tinggi di Kota 

Semarang.  

• Rencana ini menjadi pedoman tanggap darurat bencana yang cepat dan 

efektif serta sebagai dasar mobilisasi sumber daya para pemangku 

kepentingan (stakeholder) yang mengambil peran dalam penyusunan 

Rencana Kontinjensi. 

• Sebagai bagian UPR Mitigasi tersinergi dan terintegrasi 

• Memfasilitasi komunikasi dan informasi yang efektif kepada masyarakat 

Kota Semarang 

• Meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat terhadap 

bahaya banjir. 

• Memperkuat koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam 

penanggulangan banjir yang berkelanjutan 

• Menetapkan prosedur dan langkah-langkah penanganan banjir lebih 

efektif. 

• Memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk evakuasi, 

penyelamatan, dan bantuan darurat. 

B. SASARAN 

Sasaran Umum; stakeholder Penanggulangan Bencana dan Masyarakat 

Kota Semarang, Jawa Tengah Indonesia. Sasaran Khusus;  

• Masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan 

DAS KBT dan DAS Babon 

• Pemerintahan (6 kecamatan dan 31 kelurahan) 

• OPD terkait 

• Dunia pendidikan dan perguruan tinggi di Kota Semarang 

• Dunia usaha di wilayah DAS KBT dan DAS Babon 

• Media 
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BAB IV PELAKSANAAN 

A. KONSEP OPERASI 

Konsep operasi penanganan darurat bencana banjir meliputi upaya siaga 

darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat menuju pemulihan – dengan 

memperhatikan peringatan dini bencana banjir.  

1. Siaga Darurat 

• Memonitoring informasi dari BMKG, BPBD dan Media Massa 

• Pemantauan dan pengamatan langsung  

• Memberikan informasi peringatan dini melalui EWS, SMS dan Medsos 

kepada Masyarakat  

• Mendata dan mengidentifikasi kelompok rentan (prioritas) yang 

sekiranya terdampak 

• Menetapkan Status Siaga Darurat Banjir 

• Mengaktifkan Posko Dalops Penanggulangan Banjir Tingkat Kota,  

• Melaksanakan Evakuasi mandiri prioritas dan Menyiapkan lokasi 

pengungsian sementara 

• Pos Lapangan Siaga Bencana Tingkat Kelurahan. 

• Posko Siaga Bencana Tingkat Kecamatan 

• Melaksanakan koordinasi lintas OPD/UKPD untuk penanganan awal 

genangan 

• Melaksanakan kaji cepat/penilaian awal  

• Mempersiapkan dan menentukan lokasi posko lapangan 

• Masing-masing OPD teknis menyiapkan sumberdaya (manusia dan 

peralatan) 

• Mengaktifkan Piket Posko Siaga Bencana Banjir Wilayah 

• Menyiagakan pompa mobile penanganan banjir Mempersiapkan Jalur 

alternatif pada jalur jalan transportasi yang tergenang 

• Menghimbau kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. 

2. Tanggap Darurat 

• Penetapan atau Pernyataan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir 

• Penentuan masa tanggap darurat; 

• Penunjukkan Komandan / Korlap TDB 

• Pengaktifan Posko pusdalops menjadi posko induk 

• Pemanfaatan anggaran BTT 

• Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban;  

• kaji cepat/penilaian awal; konsolidasi lintas sektor; 

• pemulihan infrastruktur darurat; 
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• pemenuhan Kebutuhan Dasar (SPM) Masyarakat terdampak; 

• pengamanan masyarakat dan aset masyarakat yang terdampak; dan 

memastikan penerapan protokol kesehatan. 

3. Transisi Pemulihan 

• Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir 

• Memonitor informasi dari BMKG, BNPB, BPBD dan Media Massa 

terkait potensi curah hujan koordinasi lintas PD untuk pemulihan;  

• Pendampingan penanganan psikologi dan dukungan psikososial; 

• Memastikan sarana dan prasarana layanan publik berjalan normal; 

• Sanitasi lingkungan; 

• Penyediaan perlengkapan sekolah dan kebutuhan lainnya;  

• Melakukan penilaian kerusakan pasca banjir; 

• Dan tetap memastikan penerapan protokol Kesehatan. 
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B. STRUKTUR KOMANDO 

 

Gambar 4. 1. Struktur Komando Tanggap Darurat 

Keterangan Garis: 

1. Garis lurus   : Jalur Komando 
2. Garis putus-putus   : Jalur Koordinasi 

Keterangan Staff Comand: 

Tabel 4. 1. Keterangan Staff Comand 

NO JALUR POSISI TUGAS 
1 Staff Comand Komandan • Menerima mandate dan memimpin 

keberlangsungan operasi TDB 
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2  Staff Komando • Membantu komandan dalam operasi, 

pengadaan, pemenuhan, pengupayaan 

kebutuhan operasi 
• Melakukan kontroling, monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan operasi TDB 
• Menstrategikan percepatan layanan selama 

operasi dan alternatif transisi 
• Memberikan perlindungan SDM yang 

terlibat selama operasi 
• Menjamin keselamatan dan keamanan 

dalam keberlangsungan operasi dan 

kawasan operasi 
• Menjadi sentral, penyaji dan pengendali 

data, informasi, dokumentasi sekaligus 

komunikasi dengan terarah 
3 General Staff Bidang 

Perencanaan, 
Bidang 
Administrasi dan 
Bidang Keuangan 

• Bertanggung jawab langsung kepada 

komandan 
• Menyiapsiagakan, tersedianya hingga 

pemanfaatan sumberdaya 
• Menjalankan operasi layanan sesuai fungsi 

tugasnya 
• menyusun rencana operasi berkoordinasi 

dengan bagian, bidang, sub bagian dan seksi 

yang ada di Pos Komando PDB, Pos 

Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB 
• mendokumentasikan dan mensosialisasikan 

rencana operasi 
• Mengalternatifkan anggaran awal dan 

lanjutan selama operasi 
• Membantu komandan dalam operasi, 

pemenuhan kebutuhan operasi SPM 
• Menyediakan tempat pengamanan barang 

bantuan (pergudangan sesuai jenis dan 

matrial bantuan) 
• Memberikan layanan sesuai skala prioritas  
• Menentukan arah kendali komunikasi, 

koordinasi lintas bidang 
• Melakukan evaluasi harian untuk 

peningkatan layanan opoerasi 
4  Bidang Operasi • Keberlangsungan operasi Pencarian, 

pertolongan dan evakuasi 
• Melaksanakan rencana operasi pencarian, 

penyelamatan, dan evakuasi korban 

bencana; 
• Melakukan perhitungan persub bidang (unit 

layanan) 
• Menghimpun dan mengoordinasikan 

Petugas dan Relawan di bidang Operasi; 
• Menyediakan dan menyelenggarakan 

pengungsian dan perlindungan pengungsi 
• Melakukan pengelompokan pengungsi 

berbasis perwilayahan atau keluarga 
• Memberikan penyediaan, mendistribusikan 

air bersih untuk keberlangsungan Dapur 

Umum, MCK dan pos – pos layanan yang 

tersedia 
• Menyediakan layanan kesehatan, PHBS dan 

kebersihan sanitasi 
• Pemenuhan Layanan pendidikan di masa 

TDB  
• Melakukan evaluasi dan menyusun laporan 

harian persub bidang 
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5  Bidang Logistik • Menyusun perencanaan kegiatan dan 

kebutuhan serta pengupayaan pemenuhanya 

berbasis sub bidang (unit layanan) 
• Melakukan perhitungan kebutuhan sumber 

daya selama berlangsungnya operasi 
• Inventarisasi Sarana, prasarana dan 

sumberdaya lainya 
• Menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-

bahan serta perlengkapan penanganan 

darurat bencana; 
• Menerima, mengelola, menyalurkan, dan 

menata usahakan bantuan masyarakat 
• Menyelenggarakan pengelolaan bantuan 

logistik, peralatan dan Transportasi 
• Melaksanakan perencanaan serta 

pendistribusian bantuan pangan maupun 

non pangan 
• Menjadwalkan dan menyelenggarakan 

pembersihan lokasi (sarpras vital); 
• Menyelenggarakan pemulihan fungsi 

prasarana (fasum-fasos) dan pengupayaan 

penyediaan sarana (kelistrikan, penerangan, 

komunikasi) 
• Pengupayaaan kembali sarpras vital di 

lokasi 
• Mengoordinasikan, mengendalikan, 

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 

operasi pemulihan 
• Penyediaan layanan transportasi; angkutan 

masal, ambulan, distribusi, matrial, belanja, 

sampah dan layanan armada kerja lainya 

yang dibutuhkan 
• Pengupayaan pemenuhan BBM transportasi 

operasional TDB 
• Melakukan evaluasi dan menyusun laporan 

kegiatan harian, kebutuhan, pemanfaatan 

dan alternative pemenuhanya kepada 

Koorbid 
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BAB V ADMINISTRASI DAN SUMBERDAYA 

Bab ini memuat kebijakan, mekanisme atau strategi pemenuhan kebutuhan 

logistik yang digunakan dalam melaksanakan operasi, termasuk pembagian peran dan 

tanggung jawab Kota, Provinsi dan Nasional terkait pembiayaan atau pengerahan 

sumberdaya untuk penanggulangan kedaruratan bencana. 

A. ADMINISTRASI 

Mekanisme administrasi dalam pendukungan penanganan darurat bencana 

banjir di Kanal Banjir Timur (KBT) Kota Semarang adalah sebagai berikut : 

1. Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal di Kota 

Semarang dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha, 

lembaga sosial dan juga masyarakat (seperti APBD, membuka rekening 

donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial dan masyarakat umum)  

2. Jika sumberdaya keuangan Kota Semarang tidak mencukupi dalam 

penanganan bencana maka Pemerintah Kota Semarang dapat meminta 

bantuan pada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat. 

3. Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat, melalui BPBD Provinsi 

Jawa Tengah dan/atu BNPB, dapat memberikan instruksi pada 

pemerintah Kota/Kabupaten terdekat yang memiliki kapasitas untuk 

membantu penanganan darurat bencana di Kanal Banjir Timur (KBT) 

Kota Semarang. 

4. Pemerintah Kota Semarang dapat meminta dukungan penanganan darurat 

bencana ke Pemerintah Pusat terkait Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak 

Terduga (BTT), Pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan 

peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kota Semarang.  

5. Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan 

Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah:  

a. Penetapan SK Tanggap Darurat.  

b. Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.  

c. Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.  

d. BPBD Kota Semarang mengajukan surat permohonan dan rencana 

kebutuhan belanja kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah (BKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).  

e. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)selaku 

Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan 

belanja kepada BPBD Kota Semarang.  

f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku 

Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan 

belanja paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerimanya 

rencana kebutuhan belanja. 

6. Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Perka BNPB 

No 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai:  

a. Penetapan SK Tanggap Darurat. 
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b. Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.  

c. Surat Usulan Walikota tentang bantuan Dana Siap Pakai (DSP) ke 

BNPB. 

d. Penetapan SK Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima. 

e. Surat pernyataan siap menerima dana hibah.  

f. Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan.  

g. Kalaks BPBD Kota Semarang berwenang mengelola bantuan Dana 

Siap Pakai (DSP). 

7. Adapun jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana Banjir, 

Kanal Banjir Timur (KBT) adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. 1. Sumber Keuangan Penanganan Darurat 

No Jenis Sumber Keuangan Penanganan Darurat 

Banjir Banjir Kanal Timur (BKT) 

1 APBN Dana Siap Pakai: BNPB 

2 APBD Provonsi Belanja Tidak Terduga: Pemprov 

3 APBD Kota Belanja Tidak Terduga: Kota 

4 Swasta Donasi CSR 

5 NGO/CSO Donasi tidak mengikat 

6 Akademisi Donasi tidak mengikat 

7 Masyarakat Donasi tidak mengikat 

B. SUMBER DAYA 

Bagian ini menjelaskan mekanisme logistik sumberdaya yang akan 

dikerahkan. Mekanisme logistik sumberdaya dalam mendukung penanganan 

darurat bencana di wilayah di Kota Semarang adalah sebagai berikut:  

1. Menjalankan regulasi yang ada di semua langkah dan tindakan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku.  

2. Menyiapkan buffer stock (persediaan/cadangan) kebutuhan dasar yang 

disiapkan oleh Dinas Sosial untuk mendukung operasi penanganan jika 

diperlukan.  

3. Melakukan koordinasi ke instansi Pemerintah Kota Semarang yang 

terkait.  

4. Memfasilitasi dan mengkoordinir kerjasama multipihak untuk pengadaan 

logistik.  

5. Memfasilitasi dan mengkoordinir bantuan dengan kabupaten terdekat.  

6. Permintaan bantuan ke Provinsi Jawa Tengah (kebutuhan dasar dan 

peralatan)  

7. Mendistribusikan kebutuhan tepat sasaran dan tepat waktu. 

8. Memastikan penerimaan bantuan dan relawan masuk dalam satu pintu 

tercatat dan termonitor dalam sistem Posko.  
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9. Menjaga alur penerimaan bantuan dan relawan dengan membangun 

mekanisme pelaporan ke Posko.  

10. Sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan agar memisahkan antar 

relawan dan bantuan barang kemanusiaan untuk menjaga transparansi dan 

akuntabilitas laporan. 

11. Memberikan laporan kegiatan kepada Komandan PDB Kota Semarang. 
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BAB VI PENGENDALIAN 

Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana berada di Kota Semarang. 

Manajemen dan koordinasi pelaksananaan keadaan darurat bencana banjir 

menggunakan metode satu pintu dengan Pos Komando sebagai pusat kendali 

(command center) pelaksanaan tanggap darurat. Komandan Tanggap Darurat akan 

ditugaskan melalui Surat Keputusan walikota Semarang yang memiliki kewenangan 

untuk melaksanakan penanganan darurat bencana Banjir di Kota Semarang. 

A. INSTRUKSI 

Berbekal SK Tanggap Darurat Bencana dari walikota, sebagai pemegang 

mandat komando operasi, komandan TDB dapat memberikan intruksi sebagai 

bentuk informasi, komunikasi untuk penyatuan aksi yang terarah kepada jajaran 

staff command maupun staff umum agar dapat menjalankan fungsi tugasnya sesuai 

yang dengan direncanakan (Renops). 

B. KOMANDO 

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana Banjir Di Kota Semarang 

dipimpin Sekda Kota Semarang, yang dalam pelaksanaanya dilaksanakan oleh 

Kepala Pelaksana Harian BPBD Kota Semarang . Memastikan adanya kesatuan 

komando, yang terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar 

pihak terkait operasi penanggulangan kedaruratan bencana. Memerintahkan para 

pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi 

aksesibilitas penanggulangan kedaruratan bencana dengan sumberdayanya sesuai 

dengan perencanaan yang disepakati. 

1. POS KOMANDO INDUK 

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kota Semarang, selanjutnya 

disebut Pos Komando (Posko Induk) berfungsi sebagai pusat komando operasi 

darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan 

mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana yang berkedudukan 

di Balaikota Semarang (-6.99°S 110.4225°E). 

2. POS LAPANGAN 

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Kota Semarang, 

selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi 

pendukungan penanganan darurat bencana kepada SKPDB Kabupaten / Kota, 

berkedudukan di kantor BPBD Kota Semarang (-7.0166°S 1104947°T) 

3. POS PENDUKUNG 

Pos Pendukung TDB DAS KBT dan DAS Babon yang selanjutnya 

disebut sebagai Pos Pendukung berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, 

dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik bantuan 

dari masyarakat, pemerintah/BPBD propinsi maupun dari Pemerintah 

Pusat/BNPB. Pos Pendukung berkedudukan di lokasi terdekat dari 
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pemerintahan terdampak dan telah disepakati dan disesuaikan dengan lokasi 

yang aman dengan situasi yang terjadi. 

Berikut ini daftar asumsi wilayah Kecamatan terdampak; 

Tabel 6. 1. Asumsi Wilayah Kecamatan Terdampak 

No Kecamatan Kelurahan Keterangan 
1 Kecamatan Tembalang 

 
Meteseh 
Rowosari 
Sendangmulyo 
Sendang Guwo 

 

2 Kecamatan Pedurungan 
 

Tlogosari Kulon 
Muktiharjo Kidul 

 

3 Kecamatan Genuk 
(semua kelurahan) 

Gebangsari  
Trimulyo 

Semua kelurahan 
terdampak 

4 Kecamatan Semarang 
Timur 

Kemijen  
Rejomulyo  
Mlati baru  
Mlatiharjo 

 

5 Kecamatan Gayam sari 
 

Sambirejo 
Tambakrejo 
Sawah Besar 
Kaligawe 

 

6 Kecamatan Semarang 
Utara 

Tanjungmas 
Kuningan 
Panggung Lor 
Bandarharjo 

 

 

Berikut ini daftar lokasi posko; 

Tabel 6. 2. Daftar Lokasi Posko 

No Lokasi Posko Koordinat 
Kecamatan Tembalang 

Kelurahan Meteseh 
1 Balai Kelurahan -7.0558°S 110471°T 
Kelurahan Sendang Mulyo 
2 Balai Kelurahan -7.0427°S 110.479°T 
3 SDN 04 Sendang Mulyo -7.0454°S 110.474°T 
4 Balai Diklat Kota Semarang -7.0128°S 110.4543°T 

Kecamatan Pedurungan 
Kelurahan Tlogosari Kulon 
5 GOR USM -6.9809°S 110.4519°T 

Kecamatan Genuk 
Kelurahan Gebangsari 
6 Masjid Trimulyo -6.9499°S 110.4786°T 

Kecamatan Semarang Timur 
Kelurahan Rejomulyo 
7 Balai Kelurahan -6.9643°S 110.4349°T 
Kelurahan Kemijen 
8 Kantor Kelurahan -6.9594°S 110.4387°T 
Kelurahan Mlatiharjo 
9 Kantor Kelurahan -6.9650S° 110.4407°T 
Kelurahan Mlatibaru 
10 Kantor Kelurahan -6.9646°S 110.4382°T 
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C. KENDALI 

Komandan TDB memaksimalkan fungsi kendali operasi dengan 

pengerahan sumber daya berupa sumber daya manusia, sumber daya peralatan, 

sumber daya logistik dan penganggaran operasi penanganan darurat bencana. 

D. KOORDINASI 

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB yang bersifat wajib. 

Pertemuan koordinasi ini dipimpin oleh seorang komandan dan dilaksanakan di 

Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat dan 

diselenggarakan pada waktu yang disepakati. Pertemuan koordinasi membahas 

laporan perkembangan dari setiap bidang operasi dan mendiskusikan alternatif-

alternatif solusi. 

E. KOMUNIJASI 

1. Radio 

Frekuensi Radio VHF 

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan oleh Balai Monitoring dan 

Frekuensi Kota Semarang untuk BPBD adalah RX 159.510 MHz TX 157.325 

MHz. Penggunaan frekuensi ini diperuntukan untuk BPBD Kota Semarang 

untuk saluran komunikasi kebencanaan. 

2. Telepon : 024-6730212 

3. WA  : 08122010051 

4. EMAIL : bpbd@semarangkota.go.id 

5. WEBSITE : bpbd.semarang.go.id 

F. PENGELOLAAN INFORMASI 

Informasi yang diperoleh dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari 

laporan dari masyarakat (relawan kelurahan KSB), aparat desa dan kecamatan juga 

laporan dari berbagai media sosial secara real-time. Hasil analisa tersebut dapat 

dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Tanggap Darurat 

dan yang terlibat didalam Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana. 

Informasi tidak hanya mencakup data, tetapi juga sistem, aplikasi, metode analisis. 

 

 

  

mailto:bpbd@semarangkota.go.id
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LAMPIRAN 

A. MEKANISME KONVERSI RENCANA KONTINJENSI MENJADI 

RENCANA OPERASI: PENYUSUNAN RENCANA OPERASI 

PENANGANAN DARURAT 

 

Berdasarkan Formulir 8. Perka No 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana 

Operasi Darurat Bencana Disesuaikan 

 

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA 

Lembar No._______dari______lembaran 

 

Nama Lokasi (koordinat peta)   : _____________________ 

Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi : _____________________ 

 

RENCANA OPERASI 

PENANGANAN KEDARURATAN BANJIR KOTA ADMINISTRASI 

KOTA SEMARANG 

Nomor : _______________________________________________ 

 

PENUNJUKAN 

1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah 
2. Skala : ______________________(skala peta) 
3. Tahun : ______________________(tahun pengeluaran peta) 
4.  Daerah Waktu : _________WIB 
5. Landasan Hukum : ______________________(landasan hukum 

pembuatan Rencana Operasi) 
6. Dokumen : Rencanan Kontijensi Banjir Administrasi Kota 

Semarang 
 

DAERAH WAKTU : WIB 

SANDI OPERASI : BENCANA BANJIR 

SUSUNAN TUGAS :  

 

1. Situasi 
a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: (tulis informasi dari 

Informasi Bencana) 
i. Macam/jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah 

bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana 

umum, ekonomi dan dampak sosial  
ii. Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan 

informasi dukungan bantuan kemanusiaan.  
b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah 
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2. Tugas Pokok 

Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir melaksanakan 

operasi pendukungan, pendampingan, dan penguatan kepada Sistem 

Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Kota Jakarta Timur dalam 

melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemenuhan 

kebutuhan dasar warga terdampak bencana Banjir, mulai hari “H” jam “J” 

selama 7 hari, di Kota Jakarta Timur dengan pengerahan sumber daya 

personil, peralatan, logistik, dan anggaran, serta memfasilitasi bantuan para 

pihak di tingkat nasional maupun internasional. 

SKPDB Provinsi DKI Jakarta menjalankan fungsi pendukungan dan 

pendampingan penanganan darurat sejak penetapan status darurat bencana 

(Tanggap Darurat-Transisi Darurat ke pemulihan) selama 14 hari atau dapat 

lebih singkat atau diperpanjang sesuai dengan kondisi yang ada, dengan 

memprioritaskan efektivitas dan keterpaduan kebijakan dan strategi 

penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas, mobilisasi 

sumber daya, dan upaya pencegahan, sesuai dengan asas dan prinsip 

penanggulangan bencana yang memiliki perspektif gender dan inklusif bagi 

kelompok rentan. Inklusivitas adalah melibatkan secara bermakna partisipasi 

kelompok rentan dengan melakukan data terpilah (berdasarkan jenis kelamin, 

umur, dan ragam disabilitas, serta penyakit bawaan/komorbid), 

mengakomodasi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas informasi bagi kelompok 

rentan, dan meningkatkan kapasitas mereka agar risiko dari bencana dapat 

diminimalisir karena mereka adalah kelompok yang paling rentan ketika 

terjadi bencana. Dengan demikian, perlindungan terhadap kelompok rentan 

juga dapat diwujudkan dalam penanggulangan kebencanaan, termasuk dalam 

fase tanggap darurat bencana.  

3. Pelaksanaan 
a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi 

Lihat BAB IV SUB BAB 4. 1 
b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat 

Bencana 
Lihat BAB IV SUB BAB 4. 2, SUB BAB 4. 3, SUB BAB 4. 4 

c. Instruksi dan Koordinasi 
Lihat BAB IV SUB BAB 4. 5 

d. Administrasi dan Logistik 
Lihat Bab V 

e. Pengendalian  
Lihat BAB VI 

f. Penutup 
 
Tanggal ____________(penetapan) Diterbitkan oleh Komandan 
Darurat Bencana 
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Lampiran: 
A. Surat Penentapan Status Darurat Gubernur 
B. Struktur Organisai dan Susunan Pejabat Operasi 
C. Penjabaran tugas pejabat operasi 
D. Jaring Komunikasi 
E. Rencana Dukungan Anggaran   
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B. PROYEKSI WILAYAH DAN PENDUDUK TERDAMPAK 
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C. SUSUNAN PELAKSANA TUGAS 

No. Tugas/ Posisi* Institusi (Lembaga) 

1 Komando, Kendali dan Komunikasi 

 Komandan Sekda 

 Wakil Komandan Kalak BPBD Kota Semarang 

2 Sekretariat 

 Pimpinan Sekretariat BPBD Kota Semarang 

 Pendukung Tata Pemerintah, KOMINFO, TNI dan Polri 

3 Bagian Perencanaan 

 Pimpinan BAPPEDA 

 Pendukung -Data & Informasi : KOMINFO, BBWS, PMI, BMKG, 
Media & Akademisi 
-Strategi Pemulihan : BPBD Bidang RR, DPU, 
DISTARU, PERKIM & Akademisi 

4 Bagian Data, Informasi dan Humas 

 Pimpinan  

 Pendukung  

5 Penyelamatan & Evakuasi 

 Pemimpin BPBD Bidang 2 

 Pendukung -SAR & vakuasi : BASARNAS, DAMKAR, FKP3, 
FKK, KWARCAB & Komunitas Relawan 
-Kesehatan : DINKES, Rumah Sakit, PMI, FKK, 
MDMC & Kwarcab 
-Pendidikan : DISDIK, BPBD (Sekber SPAB) & NGO 
Pendidikan 
-Pengungsi & Perlindungan : DINSOS, PMI, DP3A & 
Link Semar 
-Air Bersih & Sanitasi : PDAM, DPU, Perkim, DLH, 
PMI & BINTARI 

6 Logistik dan Peralatan 

 Pemimpin DINSOS 

 Pendukung -Unit Transportasi : DISHUB, IOF, Organda, PMI, 
TNI & POLRI 
-Unit Pergudangan : BPBD, DINSOS & PMI 
-Unit Pangan & Nutrisi : DINSOS, BULOG, 
KETAPANG, PMI, PHRI, PDAM & CSR 
-Unit Non Pangan : BPBD, DINSOS & Dunia Usaha 
-Unit Sarana dan Prasarana : BPBD, PERKIM, 
DISHUB & DPU 
 

7 Perlindungan dan Pemulihan Dini 
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 Pemimpin  

 Pendukung  
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D. JARINGAN KOMUNIKASI 

Jaring Komunikasi Organisasi Penanganan Darurat Bencana Banjir Di Kota 

Semarang 

Jaring Komunikasi pada saat Tanggap Darurat: 

1. Hampir seluruh komponen dapat berkomunikasi pada saat tanggap darurat. 

2. Untuk PUSPENAS (Pusat Pendamping Nasional) hanya berkomunikasi 

dengan BNPB dan posko lapangan 

3. Untuk Tim Reaksi Cepat provinsi hanya dapat berkomunikasi lapangan 

dengan BPBD provinsi dan Posko 

4. Koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Polisi dan Kementerian, 

Lembaga atau Dinas terkait disesuaikan setiap tingkat provinsi/kabupaten. 
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Konfigurasi Jaring Komunikasi dapat dilihat pada gambar berikut: 
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E. ESTIMASI KETERSEDIAAN SUMBERDAYA 

 

Footer : Estimasi kebutuhan  
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F. ALBUM PETA 

Sebaran Curah Hujan dan Durasi Kota Semarang 1 

 

Sebaran Curah Hujan dan Durasi Kota Semarang 2 

 

Peta Kawasan Ancaman Banjir 
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Data Pendukung BBWS Situasi Kondisi Sungai Penggaron 1 

 

Data Pendukung BBWS Situasi Kondisi Sungai Penggaron 2 

 

Data Pendukung DPU 
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Data Pendukung Pompa BBWS 

 

Kajian Early Warning System Daerah Aliran Sungai (DAS) Babon 
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Peta Daerah Aliran Sungai DAS Kanal Banjir Timur dan DAS Babon 

 

 

Peta Daerah Aliran Sungai DAS Kanal Banjir Timur dan DAS Babon 
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Peta Dampak Banjir Kota Semarang 
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G. MATA RANTAI PERINGATAN DINI 

Alur Penyebaran Informasi Cuaca 
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Alur Penyebaran Tinggi Muka Air 
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H. RENCANA TRANSPORTASI DAN EVAKUASI 

Hal yang perlu dipenuhi dari sektor transportasi untuk mengamankan : 

1. Jalur evakuasi 

2. Jalur logistik 

3. Jalur lalu lintas/pengalihan arus 

4. Jalur prioritas pejabat/VVIP 

 

Untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan kebutuhan tersebut akan diperlukan 

penjelasan sebagai berikut : 

1. Jalur evakuasi : 

Untuk menjangkau luas perkiraan daerah yang terkena dampak banjir 

diperlukan peta evakuasi dari masing-masing wilayah. 

Setelah peta diperoleh akan dapat tersusun berapa kebutuhan personil, 

kebutuhan rambu, perkiraan jarak tempuh yang singkat. 

Unsur yang diperlukan : Polantas, Dinas Perhubungan. 

2. Jalur logistik 

Setelah pengungsi selamat, jalur transportasi diperlukan untuk mengawal dan 

menyelamatkan pengiriman logistik dengan waktu sesingkat mungkin. Unsur 

yang ditugaskan : Polantas, Dinas Perhubungan. 

3. Jalur lalu lintas 

Karena dampak banjir pasti berakibat genangan di wilayah yang berakibat 

macet sehingga pengaturan lalu lintas benar-benar diperlukan. 

Sesuai UU No. 2 tahun 2009 pasal 18, maka polisi berhak menentukan diskresi 

sesuai kebutuhan demi lancarnya lalu lintas. 

Personil yang bertugas : Polantas, Dinas Perhubungan. 

4. Jalur prioritas 

Setiap ada banjir pasti aka nada pejabat yang meninjau/memberikan bantuan, 

maka jalan yang akan dilalui harus diprioritaskan. 

Personil yang bertugas : Polantas, Dinas Perhubungan, kekuatan sesuai 

kebutuhan di lapangan.  
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I. SOP / PROTAP 

1. SOP KAJI CEPAT BENCANA 

SOP CEPAT KAJI BENCANA 

No 
Uraian 

Kegiatan 

Penanggung Jawab Mutu Baku 

Pusda
lops 
Tim 
Piket 

Tim 
Reak
si 
Cepat 
(TRC
) 

JFU 

Kepal
a 
Seksi 
Kedar
urata
n dan 
Penan
ganan 
Peng
ungsii 

Kepal
a 
Bidan
g 
Kedar
uratan 
dan 
Logis
tik 

Kepal
a 
Pelak
sana 
BPB
D 

Persyaratan/
Kelengkapa
n 

Waktu Ouput 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 

1 

Menerima 
informasi 
dan 
melakuka
n 
konfirmas
i serta 
melapork
an 
kejadian 
bencana 
kepada 
Kalak 
BPBD 

            
Data dan 
Informasi 
bencana  

10 
menit 

Data 
dan 
Informa
si 
Bencan
a 

2 

Memerint
ahkan 
Kabid 
Darlog 
melaksan
akan kaji 
cepat 
menentuk
an tingkat 
kerusakan
, 
kerugian, 
korban 
dan 
kebutuha
n yang 
diperluka
n untuk 
menangg
ulangi 
bencana 

            
Data dan 
Informasi 
bencana  

10 
menit 

Disposi
si 

3 

Memerint
ahkan 
Kasi 
Darsi 
mempersi
apkan 
kebutuha
n dan 
menggera
kan Tim 
Reaksi 
Cepat 
untuk 
melakuka
n kaji 

            Disposisi 
10 
menit 

Disposi
si 
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cepat 
dilokasi 
bencana 

4 

Memerint
ahkan 
JFU 
untuk 
menganal
isa 
kejadian 
bencana 
dan 
mempersi
apkan 
kebutuha
n TRC 
(peralatan 
dan 
akomodas
i) 

            Disposisi 
10 
menit 

Disposi
si 

5 

Menganal
isa dan 
melapork
an 
kejadian 
bencana 
serta 
kebutuha
n TRC 
kepada 
Kasi 
Darsi 

            
Disposisi, 
Form dan 
data awal 

60 
menit 

Hasil 
kebutu
han 
Tim 

6 

Melapork
an 
kejadian 
bencana 
dan 
rencana 
kebutuha
n TRC 
kepada 
Kabid 
Kedarurat
an & Log 

            
Hasil 
Kebutuhan 
Tim 

30 
menit 

Lapora
n 
Kebutu
han 
Tim 

7 

Memerint
ahkan 
Kasi 
Darsi 
untuk 
menugask
an TRC 
ke lokasi 

            
Laporan 
Kebutuhan 
Tim 

20 
menit 

Disposi
si 
laporan 

8 

Memerint
ahkan 
JFU 
untuk 
mempersi
apkan 
kebutuha
n TRC, 
membuat 
dan 
menyamp
aikan 
Surat 
Tugas 
TRC 
yang akan 

            
Draft Surat 
Tugas 

60 
menit 

Surat T 
ugas 
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kelapanga
n 

9 

Membuat 
dan 
menyamp
aikan 
Surat 
Tugas 
TRC yang 
akan 
kelapanga
n, 
mempersi
apkan dan 
mendistri
busikan 
kebutuha
n 
akomodas
i TRC 

            Surat T ugas 
20 
menit 

Kesedia
an Tim 

10 

melaksana
kan dan 
melaporka
n hasil kaji 
cepat 
menentuka
n tingkat 
kerusakan, 
kerugian, 
korban dan 
kebutuhan 
yang 
diperlukan 
untuk 
menanggul
angi 
bencana 
kepada 
Kalak 
BPBD 

            
Kesediaan 
Tim 

480 
menit 

Lapora
n Kaji 
Cepat 

11 

Menerima 
hasil kaji 
cepat 
TRC dan 
memerint
ahkan 
Kabid 
Darlog 
ubtuk 
menganal
isisnya 
dan 
membuat 
rekomend
asi 
penangan
an 
bencana 

          

  

Laporan 
Kaji Cepat 

120 
menit 

Rekap 
data 
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12 

Menerima 
hasil kaji 
cepat 
TRC dan 
memerint
ahkan 
Kasi 
Darsi 
untuk 
menganal
isis dan 
membuat 
rekomend
asi 
penangan
an 
bencana 

          

  

      

13 

menugask
an JFU 
untuk 
melakukan 
analisis 
data hasil 
kaji cepat 
dan 
membuat 
rekomenda
si 
penangana
n bencana 

            Rekap data 
10 
menit 

Rekap 
data 

14 

Melakuk
an 
analisis 
data hasil 
kaji c 
epat dan 
rekomen
dasi 
penangan
an benc 
ana serta 
melapork
an ke 
Kasi 
Darsi 

            Rekap data 
120 
menit 

Draff 
Rekom
endasi 
Penang
anan 
Darurat 
Bencan
a 

15 

Memerik
sa 
laporan 
dan 
Rekomen
dasi 
Penangan
an Benc 
ana dan 
menerusk
an ke 
Kabid 
Darlog 

            

Draff 
Rekomenda
si 
Penangana
n Darurat 
Bencana 

30 
menit 

Draff 
Rekom
endasi 
Penang
anan 
Darurat 
Bencan
a 

16 

Memerik
sa 
laporan 
dan 
Rekomen
dasi 
Penangan
an Benc 
ana dan 
menerusk
an ke 

            

Draff 
Rekomenda
si 
Penangana
n Darurat 
Bencana 

30 
menit 

Draff 
Rekom
endasi 
Penang
anan 
Darurat 
Bencan
a 
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Kalak 
BPBD 

17 

meneliti 
laporan 
dan 
Rekomen
dasi 
Penangan
an 
Bencana, 
bila YA 
akan 
ditandata
ngani 
bila 
TIDAK 
akan 
dikembal
ikan 

            

Draff 
Rekomenda
si 
Penangana
n Darurat 
Bencana 

30 
menit 

Rencan
a 
Operasi 
Penang
anan 
Darurat 
Bencan
a 

18 
Menyeles
aikan 
proses 
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2. SOP IDENTIFIKASI LOKASI BENCANA 

IDENTIFIKASI LOKASI BENCANA 

    Penanggung Jawab Mutu Baku 

No 
Uraian 

Kegiatan 
TRC 

Kepa
la 

Bida
ng 

Keda
rurat
an 

dan 
Logi
stik 

Kala
k 

BPB
D 

Kepa
la 

Seksi 
Keda
rurat
an 

dan 
Pena
ngan

an 
Peng
ungsi 

Kepa
la 

Seksi 
Keda
rurat
an 

dan 
Pena
ngan
an 

Peng
ungsi 

Persyarata
n/ 

Kelengkap
an 

Wakt
u 

Ouput 

1 2 3     4 5 8 9 10 

1 

Melakukan  
identifikasi  
cakupan  
lokasi  
bencana  dan 
melaporkan 
ke Kabid 
Darlog 

  

  

      

Data lokasi 
bencana 
dan data 
kejadian 
bencana 

1 hari 

Laporan 
hasil 
identifika
si 
cakupan 
lokasi 
bencana, 

2 

Melaporkan 
ke Kalak 
melalui 
Sekretaris 

          

Laporan 
hasil 
identifikasi 
cakupan 
lokasi 
bencana 

10 
menit 

Laporan 
hasil 
identifika
si 
cakupan 
lokasi 
bencana, 

3 

Memerintahk
an Kabid 
Darlog 
mendata 
ulang Peta 
Lokasi 
Bencana 

          

Laporan 
hasil 
identifikasi 
cakupan 
lokasi 
bencana, 
disposisi 

15 
menit 

Laporan 
hasil 
identifika
si 
cakupan 
lokasi 
bencana, 
disposisi 

4 

Mendata, 
membuat 
penjadwalan 
tugas ke 
lokasi 
bencana 
secara 
berkala 
dengan 
menugaskan 
Kasi Darsi 

          

Laporan 
hasil 
identifikasi 
cakupan 
lokasi 
bencana, 
disposisi 

1jam 

Jadwal 
pendataan 
lokasi 
cakupan 
bencana 

5 

Mendata 
lokasi 
bencana dan 
membuat 
laporan hasil 
data lokasi 
bencana ke 
Kabid Darlog 

          

Jadwal 
pendataan 
lokasi 
cakupan 
bencana 

1 hari 

Hasil 
pendataan 
ulang 
lokasi 
cakupan 
bencana 
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6 

Memeriksa 
dan 
melakukan 
proses 
penilaian 
data lokasi 
bencana, jika 
YA maka 
akan 
diteruskan ke 
Kalak, jika 
TIDAK 
maka akan 
dikembalikan 
untuk 
diperbaiki 

          

Hasil 
pendataan 
ulang 
lokasi 
cakupan 
bencana 

1 jam 

Hasil 
pendataan 
ulang 
lokasi 
cakupan 
bencana 

7 

Memeriksa 
data lokasi 
bencana, jika 
YA maka 
laporan 
cakupan 
lokasi 
bencana akan 
ditandatanga
ni, jika 
TIDAK 
maka akan 
dikembalikan 
untuk 
diperbaiki 

          

Hasil 
pendataan 
ulang 
lokasi 
cakupan 
bencana 

1 jam 

Hasil 
pendataan 
ulang 
lokasi 
cakupan 
bencana 

8 

Memberikan 
data laporan 
cakupan 
lokasi 
bencana ke 
Kasi Darsi 
untuk 
pengarsipan 
berkas 

          

Hasil 
pendataan 
ulang 
lokasi 
cakupan 
bencana 

15 
menit 

Hasil 
pendataan 
ulang 
lokasi 
cakupan 
bencana 

9 

Mengarsipka
n laporan 
data cakupan 
lokasi 
bencana 

          

Hasil 
pendataan 
ulang 
lokasi 
cakupan 
bencana 

15 
menit 

Hasil 
pendataan 
ulang 
lokasi 
cakupan 
bencana 
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3. SOP IDENTIFIKASI KORBAN BENCANA 

IDENTIFIKASI KORBAN BENCANA 

    Penanggung Jawab Mutu Baku 

No 
Uraian 

Kegiatan 
TRC 

Kala
k 

BPB
D 

Kepa
la 

Bida
ng 

Keda
rurat
an 

dan 
Logi
stik 

Kepa
la 

Seksi 
Keda
rurat
an 

dan 
Pena
ngan

an 
Peng
ungsi 

Insta
nsi 

Terk
ait 

Persy 
aratan/ 

Kelengka
pan 

Wak
tu 

Ouput 

1 2 3     4 5 8 9 10 

1 

Melakukan 
identifikasi 
jumlah 
korban 
bencana 
dan 
melaporkan 
ke Kabid 
Darlog 

  

        

Data 
lokasi 
bencana 
dan data 
kejadian 
bencana 

1 
hari 

Laporan 
hasil 
identifikasi 
cakupan 
lokasi 
bencana 

2 

Melaporkan 
ke Kalak 
melalui 
Sekretaris 

          

Laporan 
hasil 
identifika
si 
cakupan 
lokasi 
bencana 

10 
m 

enit 

Laporan 
hasil 
identifikasi 
cakupan 
lokasi 
bencana 

3 

Menerima 
laporan dan 
memerintah
kan Kabid 
Darlog 
untuk 
menindakla
njuti 

          

Laporan 
hasil 
identifika
si 
cakupan 
lokasi 
bencana, 
disposisi 

15 
m 

enit 

Laporan 
hasil 
identifikasi 
cakupan 
lokasi 
bencana, 
disposisi 

4 

Memerinta
hkan Kasi 
Darsi 
membuat 
laporan 
jumlah 
korban 
bencana 
dan 
menindakla
njuti ke 
Instansi 
terkait 

          

Laporan 
hasil 
identifika
si 
cakupan 
lokasi 
bencana, 
disposisi 

1ja
m 

Jadwal 
pendataan 
lokasi 
cakupan 
benacana 
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5 

Mengirim 
surat 
laporan 
korban 
bencana ke 
Instansi 
terkait 
untuk 
dilakukan 
otopsi guna 
mengetahui 
identitas 
korban 
bencana, 
jika tidak 
sesuai akan 
dikembalik
an 

          

Jadwal 
pendataa
n lokasi 
cakupan 
bencana 

1 
hari 

Hasil 
pendataan 
ulang lokasi 
cakupan 
bencana 

6 

Menerima 
surat 
laporan 
korban dan 
melakukan 
otopsi dan 
mengirimka
n hasil 
otopsi ke 
BPBD 

          

Hasil 
pendataa
n ulang 
lokasi 
cakupan 
bencana 

1 
jam 

Hasil 
pendataan 
ulang lokasi 
cakupan 
bencana 

7 

Menerima 
hasil 
laporan 
korban 
bencana, 
data jumlah 
korban, dan 
memerintah
kan Kabid 
Darlog 
menindakla
njuti 

          

Hasil 
pendataa
n ulang 
lokasi 
cakupan 
bencana 

1 
jam 

Hasil 
pendataan 
ulang lokasi 
cakupan 
bencana 

8 

Menerima 
laporan 
jumlah 
korban 
bencana 
dan 
menugaska
n Kasi 
Darsi 
membuat 
laporan dan 
mengarsipk
anny a 

          

Hasil 
pendataa
n ulang 
lokasi 
cakupan 
bencana 

15 
m 

enit 

Hasil 
pendataan 
ulang lokasi 
cakupan 
bencana 

9 

Melaporkan 
kejadian 
bencana 
kepada 
Pusdalops 
dan 
mengarsipk
anny a. 

          

Hasil 
pendataa
n ulang 
lokasi 
cakupan 
bencana 

15 
m 

enit 

Hasil 
pendataan 
ulang lokasi 
cakupan 
bencana 
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4. SOP PEMBENTUKAN POS KOMANDO DARURAT BENCANA 
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5. SOP PENGERAHAN TRC ( KAJI CEPAT) 
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J. LEMBAR KOMITMEN 

------------------------------------------KOP SURAT-------------------------------------------- 

LEMBAR KOMITMEN 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah -
langkah sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kontinjensi Menghadapi 
Ancaman Banjir dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini, 
dilaksanakan oleh masing-masing utusan peserta ke lembaga, instansi, organisasi dan 
komunitas masing-masing. 

No Kegiatan Koordinator Pelaku 

1. Diseminasi Rencana Kontinjensi   

2. Uji coba Rencana Kontinjensi 
melalui simulasi dan gladi 

  

3. Pemutakhiran data secara berkala 
Rencana Kontinjensi setidak-
tidaknya sekali setiap tahun 

  

4. Perpanjangan masa berlaku suatu 
Rencana Kontinjensi apabila sampai pada 
akhir masa berlakunya bencana yang 
direncanakan tanggapan daruratnya tidak 
terjadi 

  

6. Aktivasi dengan penyesuaian Rencana 
Kontinjensi menjadi Rencana Operasi 
Penanganan Darurat Bencana pada saat 
terjadi bencana bukan yang direncanakan 
tanggapan daruratnya tetapi mempunyai 
karakteristik tanggapan darurat yang 
serupa 

  

7. De-aktivasi Rencana Kontinjensi dengan 
menyatakannya tidak berlaku jika sampai 
pada akhir masa berlakunya tidak terjadi 
bencana direncanakan tanggapan 
daruratnya dan menjadikannya sebagai 
lampiran Rencana Penanganan 
Kedaruratan Bencana 
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K. LEMBAR BERITA ACARA PENYUSUNAN 

BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI 

MENGHADAPI BENCANA BANJR 

KOTA SEMARANG 

Telah dilaksanakan lokakarya penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi Menghadapi 

Bencana Banjir pada tanggal ……………………… di Kota Semarang. Lokakarya 

telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi 

Pemerintah, Organisasi Non- Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat 

Sipil, dan Akademisi. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan 

Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi 

1. 2. 3. 

Nama 
Jabatan & 

Instansi/Lembaga 

Nama 
Jabatan & 

Instansi/Lembaga 

Nama 
Jabatan & 

Instansi/Lembaga 
4. 5. 6. 

Nama 
Jabatan & 

Instansi/Lembaga 

Nama 
Jabatan & 

Instansi/Lembaga 

Nama 
Jabatan & 

Instansi/Lembaga 
7. 8. 9. 

Nama 
Jabatan & 

Instansi/Lembaga 

Nama 
Jabatan & 

Instansi/Lembaga 

Nama 
Jabatan & 

Instansi/Lembaga 
10. 11. 12. 

Nama 
Jabatan & 

Instansi/Lembaga 

Nama 
Jabatan & 

Instansi/Lembaga 

Nama 
Jabatan & 

Instansi/Lembaga 
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13. 14. 15. 

Nama 
Jabatan & 

Instansi/Lembaga 

Nama 
Jabatan & 

Instansi/Lembaga 

Nama 
Jabatan & 

Instansi/Lembaga 
16. 17. 18. 

Nama 
Jabatan & 

Instansi/Lembaga 

Nama 
Jabatan & 

Instansi/Lembaga 

Nama 
Jabatan & 

Instansi/Lembaga 
19. 20. 21. 

Nama 
Jabatan & 

Instansi/Lembaga 

Nama 
Jabatan & 

Instansi/Lembaga 

Nama 
Jabatan & 

Instansi/Lembaga 
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L. PROFIL LEMBAGA ORGANISASI  

1. Kecamatan Pedurungan 

Form Profil Organisasi dan Sumber Daya Organisasi 

Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana 

Profil Organisasi dan Sumberdaya Organisasi Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana 

A. Profil Organisasi 

1. Nama Organisasi : Kecamatan Pedurungan 

Unit/Divisi/Bagian : Seksi Tantrib dan Kesos 

Alamat : Jl. Brigjend Sudiarto No.367 Semarang 

No. Telepon/Faksimili : (024) 6715382/ (024) 6723080 

Email : kecpedurungan@semarangkota.go.id 

  
2. Narahubung (contact person) : Kepala Seksi Trantib dan Kesos 

Jabatan : Kepala Seksi Trantib dan Kesos 

No. Telepon : - 

No. HP : 081338442248 / 089653935857 

Email : - 

  
3. Tugas/Fungsi Organisasi : Menginformasikan potensi terjadinya bencana 

 Inventarisasi wilayah terdampak bencana 

 Berkoordinasi dengan dinas terkai dengan 

kebencanaan 

Cakupan wilayah kerja : Kecamatan 

  
4. Peran Daat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana) 

Sebelum status bencana 

ditetapkan 

: Inventarisasi wilayah terdampak bencana dan 

berkoordinasi dengan Dinas terkait 

Dalam status “Siaga Darurat” : Inventarisasi data dan informasi terkait 

ancaman / kejadian bencana yang ada 

Dalam status “Tanggap Darurat” : Mengiventarisasi dan mengevakuasi korban 

bencana; Membantu mendirikan Posko Dapur 

umum;  Pendistribusian bantuan logistik 

Dalam status “Transisi Darurat” : Menginventarisasi kebutuhan korban bencana 

dan membantu pendistribusian pada saat bencana 

yang terjadi cenderung menurun 

  
5. Peran Pasca Bencana (Pemulihan) : Inventarisasi kerugian/kerusakan dampak 

bencana dan berkoordinasi dengan Dinas 

terkait, guna perbaikan akibat bencana 

  

mailto:kecpedurungan@semarangkota.go.id
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2. Bintari 

Form Profil Organisasi dan Sumber Daya Organisasi 

Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana 

Profil Organisasi dan Sumberdaya Organisasi Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana 

A. Profil Organisasi 

1. Nama Organisasi : Yayasan Bina Karta Lestari (BINTARI) 

Unit/Divisi/Bagian : Kesiapsiagaan – Pencegahan Bencana 

Alamat : Jl. Tirto Agung Barat V No. 21, Pedalangan, 

Banyumanik, Semarang 

No. Telepon/Faksimili : (024) 7640 1101 

Email : bintari.foundation@yahoo.co.id 

  
2. Narahubung (contact person) : Ir. Miun Edi Waluyo, IPM 

Jabatan : Dewan Pembina 

No. Telepon : (024) 7640 1101 

No. HP : 081 325 622 588 

Email : edimwaluyo.89@gmail.com 

  
3. Tugas/Fungsi Organisasi : Bergerak dalam bidang Studi Kajian 

Lingkungan Hidup dan Kebencanaan. 

Menerapkan praktek ketangguhan di 

Masyarakat. 

Cakupan wilayah kerja : Kota Semarang dan beberapa kegiatan di Kab./ 

Kota di Provinsi Jawa Tengah, Kota Manado, 

dan Manggarai Barat – NTT. 

B. Peran Kebencaan  

1. Tugas-Fungsu Organisasi  : Membantu dalam peran Bidang I 

Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana 

2. Peran dalam Pra-Bencana : Narasumber pada diklat Peningkatan 

Kewaspadaan dan Partisipasi Masyarakat di 

Kawasan Rawan Bencana 

3. Kepentingan Terkait 

Kebencanaan 

: Penguatan Ketangguhan Masyarakat di 

Kawasan Rawan Bencana 

4. Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana) 

4.1.Sebelum status bencana 

ditetapkan 

: Penajaman pada Dokumen Renkon Bencana 

Banjir dengan penekanan Assesmen lokasi 

Pengungsian. 

4.2.Dalam status “Siaga Darurat” : Back Up Koordinator Sektor Pengungsian. 

  Membantu menyiapkan Rencana Operasi TD. 

mailto:bintari.foundation@yahoo.co.id
mailto:edimwaluyo.89@gmail.com
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4.3.Dalam status “Tanggap 

Darurat” 

: Pendampingan Posko Shelter/ Pengungsian dan 

bencana Pemenuhan Air Bersih & Sanitasi. 

4.4.Dalam status “Transisi 

Darurat” 

: Membantu Koordinator Sektor Pengungsian 

untuk konsolidasi – evaluasi. 

Membantu menyusun Rekomendasi untuk 

Petugas Pelaksana Tahap Rehab-Rekon 

selanjutnya. 

  
5. Peran Pasca Bencana (Pemulihan) : Insyaallah bisa membantu bersama Menyusun 

Assesment Kaji Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu 

Pasna) bersama Tim Rehab-Rekon yang ditunjuk. 
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3. MIK SEMAR 

Form Profil Organisasi dan Sumber Daya Organisasi 

Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana 

Profil Organisasi dan Sumberdaya Organisasi Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana 

A. Profil Organisasi 

1. Nama Organisasi : MIK SEMAR 

Unit/Divisi/Bagian : Sosial Kemanusiaan 

Alamat : Jl. Panda Tengah, No. 8, Pedurungan, Kota 

Semarang 

No. Telepon/Faksimili : 081328349754 

Email :  

  
2. Narahubung  : Reni Indriyasari 

Jabatan : Pembina MIK SEMAR Sigab 

No. Telepon : 082328886556 

Contact Person HP : 082328886556 

Email : renisetyo26@gmail.com 

  
3. Tugas/Fungsi Organisasi : Relawan Media. 

Cakupan wilayah kerja : Kota Semarang. 

  
B. Peran Kebencaan  

1. Tugas-Fungsu Organisasi 

(mandate) 

: Memberikan informasi kepada masyarakat, 

lewat medsos/grup wa 

2. Peran dalam Pra-Bencana 

(normal) 

: Mencari data dan informasi langsung kepada 

masyarakat 

3. Kepentingan Terkait 

Kebencanaan 

: Sebagai penghubung dari maasyarakat ke dinas 

terkait 

4. Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana) 

4.1.Sebelum status bencana 

ditetapkan 

: Sebagai tempat informasi 

4.2.Dalam status “Siaga Darurat” : Mengumpulkan data. 

4.3.Dalam status “Tanggap 

Darurat” 

: Ikut berperan dalam evakuasi 

4.4.Dalam status “Transisi 

Darurat” 

: Membantu dapur umum dan membantu 

mendistribusikan logistik 

5. Peran Pasca Bencana (Pemulihan) : Membantu membersihkakn rumah warga 
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4. PMI 

Form Profil Organisasi dan Sumber Daya Organisasi 

Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana 

Profil Organisasi dan Sumberdaya Organisasi Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana 

A. Profil Organisasi 

1. Nama Organisasi : penyelenggaraan Kepalangmerahan dalam 

masa damai" antara lain adalah kegiatan 

penanggulangan akibat bencanaalam, 

pengungsian, dan pemberian bantuan 

kemanusiaan, serta pencarian dan pertolongan 

korban 

Unit/Divisi/Bagian : Unit Markas PMI Kota Semarang / 

Penanggulangan Bencana 

Alamat : Sugiyopranoto, No.35 Semarang. 

No. Telepon/Faksimili : (024) 6715382/ (024) 6723080 

Email : pmi_kotasmg@yahoo.co.id 

  
2. Narahubung  : Danang Baskhoro Adhi 

Jabatan : Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat 

No. Telepon : 024) 3541237 

Email : getriad@gmail.com 

  
3. Tugas/Fungsi Organisasi : Memberikan bantuan korban konflik 

Bersenjata, kerusuhan,dan gangguan keamanan 

lainya;  

Memberikan pelayanan darah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

Melakukan pembinaan relawan;  

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang  

Berkaitan dengan Kepalangmerahan;  

Menyebarluaskan informasi yang berkaitan 

dengan Kegiatan Kepalangmerahan;  

Membantu dalam penanganan musibah dan/atau 

Bencana di dalam dan di luar negeri;  

Membantu pemberian pelayanan kesehatan dan 

Sosial  

Melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang 

berikan oleh Pemerintah. 
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Cakupan wilayah kerja : PMI kota berkedudukan di Kota Semarang 

memiliki wilayah kerja meliputi wilayah kota 

Semarang 

  
B. Peran Kebencaan  

1. Tugas-Fungsu Organisasi : penyelenggaraan Kepalangmerahan dalam 

masa damai" antara lain adalah kegiatan 

penanggulangan akibat bencana alam, 

pengungsian, dan pemberian bantuan 

kemanusiaan, serta pencarian dan pertolongan 

korban. 

2. Peran dalam Pra-Bencana  : a. Memberikan penyuluhan dan pelatihan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan 

bagi masyarakat dalam menghadapi bencana.  

b. Menyiapkan kader-kader di tingkat kecamatan 

atau desa dalam rangka membantu tugas 

pelayanan PMI.  

c. Pendataan daerah rawan bencana.  

d. Menyiapkan sarana dan prasarana 

penanggulangan bencana dengan baik.  

e. Meningkatkan kerjasama dengan lintas 

sectoral 

3. Kepentingan Terkait Kebencanaan : Membantu pemerintah sesuai undang-undang 

No 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan 

4. Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana) 

4.1.Sebelum status bencana 

ditetapkan 

: a. Menggali Informasi memalui berbagai 

sumber melalui Posko 24  

b. Melakukan koordinasi Internal ( Pengurus Staf 

dan Relawan) dan External( semua pihak yang 

terlibat dalam pelaksanaan tanggap darurat 

bencana. 

4.2.Dalam status “Siaga Darurat” : a. Menyiapkan Sumberdaya ( Relawan yang 

kompeten, Peralatan perlengkap pendukung)  

b. Melakukan koordinasi dengan semua pihak 

yang terlibat dalam pelaksanaan tanggap darurat 

bencana  

c. Melakukan asessment untuk mengidentifikasi 

dampak bencana serta melakukan pengkajian 

kebutuhan korban. 
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4.3.Dalam status “Tanggap 

Darurat” 

: a. Melakukan asessment untuk 

mengidentifikasi dampak bencana serta 

melakukan pengkajian kebutuhan  

b. Mengaktifkan Posko sesuai dengan standar 

posko PMI  

c. Memberikan bantuan dan pertolongan kepada 

para korban mulai dari tindakan pertolongan 

pertama, evakuasi, pelayanan kesehatan, 

penampungan sementara, dapur umum,  

d. Distribusi bantuan kepada para korban sesuai 

dengan hasil asessment. 

4.4.Dalam status “Transisi 

Darurat” 

: Melaksanakan assessment untuk layanan masa 

trnasisi seperti menelusuri korban yang dirawat 

sampai dengan pelayanan Restoring Family 

Link, Psikososial Suport, Layanan Medis 

Darurat, Layanan Distribusi Bantuan  

Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya 

penanganan bencana 

5. Peran Pasca Bencana (Pemulihan) : . Mengumpulkan data asesement segala 

permasalahan untuk melanjutkan tahap 

rehabilitasi kegiatan pada tahap rehabilitasi b. 

Melakukan kegiatan konseling untuk 

meningkatkan kesadaran fungsi sosial 

masyarakat. c. Mencatat dan mendata kembali 

sarana prasaran, daya dan dana d. Mengevaluasi 

kegiatan penanggulangan bencana sebagai bahan 

perbaiakn untuk kegiatan penanganan bencana 

yang akan datang 
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5. Muhammadiyah Disaster Management Center 

Form Profil Organisasi dan Sumber Daya Organisasi 

Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana 

Profil Organisasi dan Sumberdaya Organisasi Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana 

A. Profil Organisasi 

1. Nama Organisasi : Lembaga Resiliensi Bencana 

Muhammadiyah/Muhammadiyah Disaster 

Management Center 

Unit/Divisi/Bagian : 1. Div. Mitigasi Bencana  

2. Div. Tanggap Darurat Bencana  

3. Div. Rehabrekon Bencana  

4. Div. Data Informasi  

5. Div. Pendidikan dan Pelatihan 

Alamat : Jl. Singosari Raya No. 33, Pleburan, Kec. 

Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 

50241 

No. Telepon/Faksimili : 085643425312 

Email : mdmcjateng@gmail.com 

  
2. Narahubung   

A. Nama : Astri Ananda Firman Saputra 

Jabatan : Anggota Div. Tanggap Darurat Muhammadiyah 

Jawa Tengah 

No. Telepon : 087887972383 

Email : aanandafirmans93@gmail.com 

  

B. Nama : Rustam Efendi 

Jabatan : Ketua LRB Muhammadiyah Kota Semarang 

No. Telepon : 081325172063 

Email : - 

  
3. Tugas/Fungsi Organisasi : MDMC bergerak dalam kegiatan 

penanggulangan bencana sesuai dengan definisi 

kegiatan penanggulangan bencana baik pada 

kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan, Tanggap 

Darurat dan juga Rehabilitasi. MDMC 

mengadopsi kode etik kerelawanan kemanusiaan 

dan piagam kemanusiaan yang berlaku secara 

internasional, mengembangkan misi 
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pengurangan risiko bencana selaras dengan 

Hygo Framework for Action dan 

mengembangkan basis kesiapsiagaan di tingkat 

komunitas, sekolah dan rumah sakit sebagai 

basis gerakan Muhammadiyah sejak 100 tahun 

yang lalu. 

Cakupan wilayah kerja : MDMC bergerak dalam kegiatan kebencanaan 

di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, 

sesuai wilayah badan hukum Persyarikatan 

Muhammadiyah yang dalam operasionalnya 

mengembangkan MDMC di tingkat Pimpinan 

Wilayah Muhammadiyah (Propinsi) dan MDMC 

di tingkat Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

(Kabupaten/kota). 

  
B. Peran Kebencaan  

1. Tugas-Fungsu Organisasi  : MDMC bergerak dalam kegiatan 

penanggulangan bencana sesuai dengan definisi 

kegiatan penanggulangan bencana baik pada 

kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan, Tanggap 

Darurat dan juga Rehabilitasi. MDMC 

mengadopsi kode etik kerelawanan kemanusiaan 

dan piagam kemanusiaan yang berlaku secara 

internasional, mengembangkan misi 

pengurangan risiko bencana selaras dengan 

Hygo Framework for Action dan 

mengembangkan basis kesiapsiagaan di tingkat 

komunitas, sekolah dan rumah sakit sebagai 

basis gerakan Muhammadiyah sejak 100 tahun 

yang lalu. 

2. Peran dalam Pra-Bencana  : Mendorong penyadaran, pengorganisasian, 

penguatan kelembagaan dan jejaring sebagai 

upaya pengurangan risiko bencana dalam 

penanggulangan bencana (PRB-PB). Selain itu 

berupaya dapat mewujudkan pemanfatan 

teknologi guna mendukung optimalisasi kerja-

kerja PRB-PB. Adapun segmentasi pengelolaan 

manajemen bencana meliputi masyarakat dan 

kawasan, komunitas, jamaah, pendidikan, 
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kesehatan dan ekonomi serta sumber 

penghidupan lainnya. 

3. Kepentingan Terkait Kebencanaan : Dakwah Sosial kemesyarakatan dari komunitas 

tersempit dan terluas dalam penguatan 

manajemen penanggulangan bencana. 

4. Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana) 

4.1.Sebelum status bencana 

ditetapkan 

: Lembaga Resiliensi Bencana membantu 

Pimpinan Muhammadiyah serta Pemerintahan 

dalam menginventarisir peralatan dan 

menyiagakan personil yang akan digunakan 

dalam kondisi tanggap darurat bencana. 

Desiminasi publik data dan informasi cuaca dan 

kondisi umum masyarakat dari sumber 

terpercaya sebagai referensi dalam pergerakan 

relawan kebencanaan. 

4.2.Dalam status “Siaga Darurat” : Membantu masyarakat dan relawan 

kebencanaan untuk menginformasikan kondisi 

siaga darurat kepada steakholder pemerintahan 

yang bertanggungjawab dalam penanggulangan 

bencana. Menyiapkan SDM dan personil sesuai 

dengan analisis kebutuhan di lapangan. 

4.3.Dalam status “Tanggap 

Darurat” 

: Lembaga Resiliensi Bencana berperan dalam 

menghadapi bencana guna memberikan bantuan 

dan penanganan dalam situasi darurat bencana 

yang terjadi di suatu daerah atau wilayah. dalam 

hal ini bidang Tanggap Darurat memiliki peran 

penting dalam memberikan koordinasi antara 

pihak yang terlibat dalam penanganan darurat 

bencana. 

4.4.Dalam status “Transisi 

Darurat” 

: Membantu Pimpinan Muhammadiyah dan 

Pemerintah untuk monitoring dan evaluasi serta 

jitupasna 

5. Peran Pasca Bencana (Pemulihan) : Lembaga Resiliensi Bencana berperan dalam 

membantu pimpinan Muhammadiyah dan 

pemerintah mengembalikan kehidupan 

masyarakat terdampak bencana menjadi normal 

kembali berdasarkan hasil kajian pasca bencana. 

 


